GERAKAN PROTES PETANI TERHADAP PERKEBUNAN
ROTOREJO KRUWUK DI KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN BLITAR TAHUN 1964-2016

SKRIPSI

Oleh
SITI KHAFIDHOTUL AZIZAH
130110301079

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS JEMBER
2020


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

GERAKAN PROTES PETANI TERHADAP PERKEBUNAN
ROTOREJO KRUWUK DI KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN BLITAR TAHUN 1964-2016

SKRIPSI

Diajukan guna memenubhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada
Program Studi lImu Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana limu Budaya

Oleh
SITI KHAFIDHOTUL AZIZAH
130110301079

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS JEMBER
2020


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTTO

Yakinlah pada suatu tujuan yang akan kau capai
Doa dan Ikhtiarlah atas tujuan kalian

Niscaya Tuhan akan selalu memberi yang kau inginkan

Pikiran yang kuat membicarakan ide,
Pikiran yang biasa saja membicarakan kejadian,
Pikiran yang lemah membicarakan orang lain.

(Socrates)

Berfikirlah menurut diri kita sendiri
dan biarkan orang lain berfikir menurut diri mereka
(Voltaire)
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Agraria

Arbitrase

Demokrasi

Ekspansi

Erfpacht

Intimidasi

DAFTAR ISTILAH

Sebuah wilayah administratif pada masa Hindia Belanda
setingkat kabupaten. Afdeeling merupakan bagian dari
karesidenan dan dalam perkebunan afdeeling merupakan
pembagian administratif dalam kebun.

Urusan tanah, lingkungan, dan segala yang ada di dalam dan
diatasnya. Apa yang ada didalam tanah misalnya, batu, krikil,
tambang, sedangkan yang ada diatas tanah dapat berupa
tanaman,bangunan.

Suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan
berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang
berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh
hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri.

Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaah
hak da kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga
negara. Dalam pemerintahan demokrasi berarti seluruh rakyat
turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, pemerintahan
rakyat.

Perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki (sebagian
atau seluruhnya) wilayah negara lain.

Hak benda yang paling luas dapat dibebaskan atas benda orang
lain. Pemegang hak erfpacht mempunyai hak untuk
mengusahakan dan merasakan hasil benda itu dengan penuh. Hak
ini bersifat turun temurun, banyak diminta untuk keperluan
pertanian. Di Jawa dan Madura hak erfpacht diberikan untuk
pertanian besar, tempat-tempat pedalaman, perkebunan dan
pertanian kecil. Sedangkan untuk diluar Jawa hanya untuk
pertanian besar, perkebunan dan pertanian kecil.

Merupakan tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa
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Kapitalisme

Kriminalisasi

Konflik

Pertanahan

Konversi
Lahan

Garapan

Landreform

Ligitasi
Mediasi

Mesianistis

Non Litigasi

Orde Baru

orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gretakan; ancaman.
Sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya
(penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada
modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran
bebas.

Proses yang memperlihatkan perilaku yang memulai semua tidak
dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan
sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.

Perselisinan pertanahan anatar orang perseorangan, kelompok,
golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang
mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara
sosiopolitis.

Perubahan fungsi peruntukan dalam penataan ruang.

Menduduki, mengerjakan atau menguasai sebidang tanah,
mempunyai tanaman, bangunan diatasnya, dengan tidak
mempersoalkan apakah bangunan itu digunakan sendiri atau
tidak.

Landreform berasal dari dua kata, land berarti tanah, reform
berarti perubahan, perombakan, atau penataan kembali. Jadi arti
kata landreform bisa dibilang merombak kembali struktur hukum
pertanahan dan membangun struktur pertanahan yang baru.
Penyelesaian masalah dengan jalur pengadilan.

Upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga
yang netral, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan
yang membantu pihak-pihak yang bersengketa sampai
menemukan penyelesaian atau solusi.

Kepercayaan akan datangnya sang penyelamat.

Penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan cara negosiasi,
konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Istilah  umum untuk sistem politik yang berlaku pada

pemerintahan Presiden Suharto pada 11 Maret 1966 sampai

Xiv
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Orde Lama

Otoriter

Propam

Reclaiming

Redistribusi

Reformasi

Rezim

Otoriter

Self
Supporting

lengsernya pada 20 Mei 1998. Istilah Orde Baru merujuk pada
Angkatan Darat, mahasiswa, intelektual, dan muslim yang
menentang Soekarno dan Partai Komunis Indonesia.

Era dimana Presiden Soekarno memerintah dengan konstitusi
UUDs Republik Indonesia 1950.

Mengatur dengan sewenang-wenang sesuai kepentingan pribadi
atau kelompok.

Propam kepanjangan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai
oleh organisasi POLRI pada salah satu struktur organisasi sejak
27 Oktober 2002. Propam merupakan wadah organisasi POLRI
berbentuk Devisi yang bertanggungjawab kepada masalah
pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal
organisasi POLRI di singkat Devisi Propam Polri sebagai salah
satu unsur pelaksana staf khusus POLRI tingkat Markas Besar
yang berada di bawah KAPOLRI.

Sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat
tertindas untuk memperoleh kembali hak-hak seperti tanah, air
dan sumber daya alam serta lat-alat produksi lainnya secara adil
demi terciptanya kemakmuran rakyat.

Pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah
ditegaskan menjadi obyek landreform diberikan kepada petani
penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan
Pemerintah No. 224 tahun 1961

Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik
atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.

Tata pemerintahan negara, pemerintahan yang berkuasa sendiri
atau sewenang-wenang, kebebasan untuk berpendapat juga
dikekang.

Bantuan kepada perkebunan berupa modal dari pemerintah
dalam bentuk hutang, nanti bisa dikembalikan ketika sudah masa

panen.
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Sengketa . Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran,
perbantahan dalam hal kecil yang bisa menimbulkan masalah
besar.

Univikasi . Hal menyatukan, penyatuan, hal menjadi seragam.
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ABSTRAK

Skripsi ini membahas gerakan protes petani terhadap Perkebunan Rotorejo
Kruwuk di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Petani sekitar perkebunan
berusaha memperoleh kembali tanah yang menjadi obyek landreform seluas
49.000 Ha, tanah tersebut dikuasi oleh PT Rotorejo Kruwuk. Tanah obyek
landreform tersebut diperoleh masyarakat Desa Gadungan dan Desa
Sumberagung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria
Nomor: 49/Ka./1964. Petani diwajibkan untuk membayar ganti rugi tanah kepada
negara sebagai bukti tanah tersebut telah dimiliki, akan tetapi sebagian tanah yang
diberikan kepada masyarakat telah diambil secara paksa oleh pihak perkebunan.
Ketidakadilan tersebut yang telah memicu aksi petani untuk memuntut keadilan.
Mereka sudah melakukan berbagai aksi prosedural seperti demonstrasi, mediasi,
dan datang ke Konsorsium Pembaruan Agraria Pusat dan Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia, akan tetapi tidak berhasil. Proses negosiasi dengan berbagai pihak
selalu menemukan jalan buntu. Petani sekitar perkebunan yang tergabung dalam
Paguyuban Petani Kelud Makmur melakukan aksi protes ke beberapa instansi
pemerintahan seperti ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kantor Bupati, ke
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten, ke
Badan Pertanahan Nasional provinsi bahkan sudah mengajukan ke Badan
Pertanahan Nasional pusat untuk memperjuangkan hak tanah mereka. Sampai
saat ini belum ada kesepakatan antara pihak Pemegang Hak Guna Usaha dengan
warga masyarakat.

Kata kunci: Perkebunan Rotorejo Kruwuk, Konflik Agraria, Gerakan Protes,
Masyarakat Gadungan.
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ABSTRACT

This study discusses the farmers' protest movement against the Rotorejo Kruwuk
Plantation in Gandusari District, Blitar Regency. The farmers around the
plantation tried to get back the land which was the object of the land reform
covering an area of 49,000 hectares, the land was controlled by PT Rotorejo
Kruwuk. The land for the land reform object was obtained by the community of
Gadungan Village and Sumberagung Village based on the Decree of the Minister
of Agriculture and Agrarian Affairs Number: 49 / Ka. / 1964. Farmers were
required to pay compensation for land to the state as proof that the tenah has been
owned, however, part of the land given to the community has been forcibly taken
by the plantation. This injustice has triggered the peasants' action to demand
justice. They have carried out various procedural actions such as demonstrations,
mediation, and others, but without success. The negotiation process with various
parties always found dead ends. Farmers around the plantations who were
members of Kelud Makmur Farmers Association have staged protests to several
government agencies such as the Regional People’s Representative Assembly
building, the Regent's office, the District Ministry of Agrarian Affairs and Spatial
Planning / National Land Agency, the provincial National Land Agency and have
even submitted to the central National Land Agency to fight for their land rights.
Until now there has been no agreement between the Cultivation Rights holder and
the community.

Keywords: Rotorejo Kruwuk Plantation, Agrarian Conflict, Protest Movement,
Impostor Community
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RINGKASAN

GERAKAN PROTES PETANI TERHADAP PERKEBUNAN ROTOREJO
KRUWUK DI KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR
TAHUN 1964-2016
Siti Khafidhotul Azizah, 130110301079; 2020; Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas

Ilmu Budaya Universitas Jember.

Sosialisme merupakan cita-cita yang dinginkan oleh pemerintah Orde
Lama. Presiden Soekarno mewujudkan cita-cita tersebut dengan mencanangkan
program penataan ulang kepemilikan tanah atau yang disebut dengan landreform.
Dengan adanya program tersebut, diharapkan tidak akan ada lagi kesenjangan
kepemilikan ~ tanah  pada  masyarakat Indonesia yang  mayoritas
bermatapencaharian sebagai petani. Pelaksanaan program tersebut sering kali
mengalami masalah yang menyebabkan terjadinya konflik.

Latar belakang penulisan skripsi ini karena melihat adanya banyak konflik
tanah di Blitar, seperti di Kecamatan Gandusari, khususnya di Desa Gadungan
dan Desa Sumberagung. Permasalahan tanah di desa tersebut melibatkan antara
petani sekitar Perkebunan Rotorejo Kruwuk dengan pihak Perkebunan Rotorejo
Kruwuk. Penyebab terjadinya konflik dimulai sejak adanya ketidakadilan oleh
pihak perkebunan terhadap petani sekitar perkebunan yang telah mendapat
pembagian tanah bekas hak erfpacht dan masuk dalam obyek landreform.
Berdasarkan SK dari Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur No./Agr/13/XI/111-
K.36/1IM/111 tahun 1965, tanah yang masuk obyek landreform dibagikan dan
petani sekitar disuruh membayar ganti rugi kepada pemerintah. Tidak lama
setelah petani sekitar perkebunan membayar ganti rugi, tanah sebesar 49.000 Ha
diambil secara paksa oleh pihak perkebunan beserta bukti pembayarannya.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui gerakan protes
petani Desa Gadungan dan Desa Sumberagung terhadap Perkebunan Rotorejo
Kruwuk supaya mereka mendapatkan kembali hak tanah yang selama ini sudah
dicabut pihak perkebunan. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah dapat

memperkaya penafsiran atau pemahaman tentang kajian sejarah yang membahas
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gerakan petani dalam konflik agraria. Terkait dengan metode yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang
menurut Louis Gottschalk ada empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber,
interpretasi dan historiografi.

Hasil dari penelitian mengenai sejarah singkat Perkebunan Rotorejo
Kruwuk yang menyebabkan konflik ialah ketidakadilan pihak perkebunan karena
telah mengambil tanah petani secara paksa. Masyarakat sekitar perkebunan sudah
beberapa kali mulai dari tahun 1984 sampai 1998 mengajukan surat kepada
pemerintah Kabupaten Blitar dan ke Kantor Agraria untuk meminta keadilan serta
meminta pengembalian tanah yang dicabut oleh pihak perkebunan. Baru
mendapat respon dari pemerintah pada tahun 2000 yang kemudian diadakan rapat
dengar antara anggota legeslatif, eksekutif, perwakilan dari petani dan perwakilan
dari pihak perkebunan bertemu. Kemudian menghasilkan kesepakatan untuk
menerima dan meneruskan tuntutan petani penggarap lahan.

Tuntutan untuk mendistribusikan lahan tersebut belum juga terrealisasi
karena Perkebunan Rotorejo Kruwuk merasa tanah tersebut masuk kedalam HGU.
Sikap pihak perkebunan yang demikian membuat masyarakat geram untuk terus
menyuarakan ketidak adilan. Sampai pada 31 Desember 2009, HGU milik
Perkebunan Rotorejo Kruwuk telah berakhir belum juga didistribusikan.
Penyebab lain yang membuat masyarakat sekitar geram ialah pihak perkebunan

terus melakukan penggarapan lahan meski sudah tidak memilik HGU.
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SUMMARY

PROTEST MOVEMENT OF FARMERS TO THE ROTOREJO
KRUWUK PLANTATION IN GANDUSARI SUB-DISTRICT,
BLITAR DISTRICT, 1964-2016

Siti Khafidhotul Azizah, 130110301079; 2020; Department of History, Faculty of
Humanities, University of Jember.

Socialism was an ideal that the Old Order government wanted. President
Soekarno realized these goals by launching a program to rearrange land
ownership or what was called land reform. With this program, it was hoped that
there would be no more disparities in land ownership among Indonesians, the
majority of whom are farmers. The implementation of these programs often

encountered problems that led to conflicts.

The background of writing this study is due to the fact that there are many
land conflicts in Blitar, such as in Gandusari District, especially in Gadungan
Village and Sumberagung Village. The land issue in the village involved farmers
around the Rotorejo Kruwuk Plantation and the Rotorejo Kruwuk Plantation. The
cause of the conflict began when there was an injustice by the plantation party
against the farmers around the plantation who had received the distribution of land
that was ex-erfpacht rights and entered the land reform object. Based on the
Decree of the Head of East Java Agrarian Inspection No./Agr/13/XI/111-
K.36/1IM/111 in 1965, the land which entered the land reform object was
distributed and the surrounding farmers were ordered to pay compensation to the
government. Not long after the farmers around the plantation paid compensation,
the land of 49,000 hectares was forcibly taken by the plantation along with proof
of payment.

The purpose of writing the studyis to find out the protest movements of
farmers from Gadungan Village and Sumberagung Village against Rotorejo

Kruwuk Plantation so that they can get back the land rights which have been
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revoked by the plantation. The benefits of this study are to enrich the
interpretation or understanding of historical studies that discuss the peasant
movement in agrarian conflicts. Related to the method used in writing, this study
used the historical method according to Louis Gottschalk. There are four stages,
namely heuristics, source criticism, interpretation and historiography.

The result of the research on the brief history of the Rotorejo Kruwuk
Plantation which caused conflict was the injustice of the plantation because it had
taken farmers' land by force. The community around the plantation has several
times, from 1984 to 1998, submitted letters to the Blitar Regency government and
to the Agrarian Office to ask for justice and to ask for the return of the land that
was revoked by the plantation. It only received a response from the government in
2000 when a hearing was held between members of the legislature, executives,
representatives from farmers and representatives from the plantation parties. Then

it produced an agreement to accept and continue the demands of land cultivators.

The demand to distribute the land has not yet been realized because
Rotorejo Kruwuk Plantation feels that the land was included in HGU. This
attitude of the plantations made the community angry to continue to speak out
about injustice. As of December 31, 2009, the HGU belonging to the Rotorejo
Kruwuk Plantation had ended and had not yet been distributed. Another reason
that made the surrounding community furious was that the plantation continued to

cultivate the land even though they do not have the HGU.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata
pencaharian di sektor agraris. Ini dikarenakan keadaan tanah yang subur sehingga
sangat mendukung untuk dijadikan lahan pekerjaan, baik di pedesaan maupun di
perkotaan. Kehidupan sehari-hari objek yang kerap dikaji adalah bidang tanah,
sehingga tanah menjadi sangat penting dalam kehidupan secara keseluruahan,
karena di atas tanah manusia menentukan penghasilan dan kehidupan. Tanah
memiliki makna yang penting, dan merupakan kebutuhan manusia yang
mendasar,! sehingga permasalahan yang berkaitan dengan tanah menjadi suatu hal
yang sangat menarik untuk dibahas.

Tanah sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak heran
jika terjadi perubahan zaman banyak terjadi sengketa tanah yang melibatkan
masyarakat dengan berbagai golongan tertentu bahkan dengan pemerintah daerah.
Dari makna pentingnya tanah, maka banyak yang menginginkan penguasaan atas

tanah-tanah yang ada atau disebut sebagai ekspansi. Di dorong oleh keinginan

! Barid Hadriyanto, Pendidikan Rakyat Petani: Perjuangan, Perlawanan
Menuntut Hak Atas Tanah (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), him. 3.
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individu petani untuk mendapatkan tanah, sehingga memunculkan gerakan-
gerakan petani yang bersifat radikal dan lokal.?

Tidak jarang orang asing juga mengincar tanah untuk dijadikan lahan
investasi di Indonesia, ketika masa pemerintahan Hindia Belanda, seperti
pemerintahan Gubernur Jendral van Den Bosch menerapkan sistem Tanam
Paksa31830-1870 yang mewajibkan rakyat untuk menanam tanaman ekspor dan
bekerja di sektor agraria. Berakhirnya sistem Tanam Paksa adalah diterapkannya
Sistem Liberal,* yaitu berlakunya Undang-Undang Agraria Tahun 1870. Sistem
tanam paksa merupakan sistem yang membuat penderitaan penduduk Jawa karena
adanya penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh
pemerintah Belanda maupun penguasa daerah setempat, sehingga banyak
menentang adanya sistem tanam paksa, seperti Baron van Hoevell, Vitalis,
Douwes Dekker dan Max Havelar yang merupakan tokoh liberalis.®

Aliran liberalis di Belanda menumbuhkan rasa humanisme dan perhatian
yang mendalam terhadap nasib bangsa Indonesia. Kaum liberalis mendesak
Pemerintah Belanda agar membuka modal swasta Belanda untuk mengeksploitasi
sumber daya alam Hindia-Belanda dan kaum liberalis juga memegang peranan
pokok untuk usaha penghapusan Sistem Tanam Paksa tahun 1870. Setelah sistem

tanam paksa dihapus pada tahun 1870, maka muncul pemodal-pemodal swasta

2 Kuntowijoyo, Radikalisme Petani (Yogyakarta: Bentang Offset,1993), him. 5.

® Tanam Paksa (Cultuurstelsel) merupakan pemulihan sistem eksploitasi berupa
penyerahan-penyerahan wajib yang pernah dipraktekkan oleh VOC pada masa
pemerintahan Hindia Belanda dari tahun 1830-1870. Lihat Marwati Djoened
Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia IV (Jakarta: Perum
Penerbit dan Percetakan Balai Pustaka, 1993), him: 97.

* Sistem ekonomi kolonial antara tahun 1870-1900 disebut sistem liberalisme.
Pengertiannya ialah pada masa ini untuk pertama kali dalam sejarah kolonial, modal
swasta diberi peluang sepenuhnya untuk mengusahakan kegiatan di Indonesia, khususnya
perkebunan-perkebunan besar di Jawa maupun di daerah luar Jawa. Pembukaan
perkebunan besar-besaran ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Agraria (Agrarische
Wet) yang dikeluarkan pada tahun 1870. Ibid., him. 118.

> Ibid., him: 114,
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yang mulai menguasai perkebunan besar di Jawa, atau lebih dikenal dengan
sebutan sistem liberal.

Kehadiran usaha pertanian perkebunan mendapat dukungan besar dari
kekuatan modal berhasil menyusup dalam struktur prakapitalis masyarakat
pedesaan.® Sistem agraria buatan Belanda banyak mendapat reaksi keras dari
komunitas masyarakat pribumi, sampai menimbulkan konflik sehingga membuat
sistem agraria kolonial tidak berjalan linier. Penyebab lain kegagalan reforma
agraria kolonial adalah terjadinya depresi ekonomi internasional atau yang disebut
dengan Zaman Melaise 1930." Krisis ekonomi membuat permintaan atas produk
perkebunan terus mengalami penurunan signifikan dan juga menenkan harga
pasaran. Kemerosotan komoditi perkebunan menjadi tanda bahwa pemerintah
Hindia-Belanda mengalami kebangkrutan dan kemudian meninggalkan tanah-
tanah perkebunan.

Tanah-tanah rakyat yang dulu dikuasai oleh penjajah kemudian diubah
kepemilikannya melalui nasionalisasi pada tanah-tanah rakyat yang dilakukan
oleh negara, kemudian negara mengembalikan tanah-tanah itu melalui kebijakan
landreform dan tercetuslah Undang-Undang Pokok Agraria No0.5/1960.
Landreform merupakan penataan ulang sumber-sumber agraria yang lebih adil,
terutama saat menjelang kemerdekaan hingga tahun 1960, landreform menjadi
pembahasan paling utama dalam perdebatan pembangunan ekonomi.® Presiden
Sukarno segera membentuk Panitia Agraria Yogyakarta pada tahun 1948 yang

bertugas membuat kerangka pemikiran hukum agraria nasional sebagai pengganti

® Tri Chandra Aprianto, Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan
(Yogyakarta: STPN Press, 2016), him. 93.

" Zaman Melaise merupakan krisis ekonomi internasional pada 1930 dengan
ditandai menurunnya nilai mata uang Dollar, sehingga berpengaruh pada pemerintah
Belanda, terutama dalam permintaan hasil perkebunan yang semakin menurun dan
menekan harga pasaran. Imbas dari depresi ekonomi salah satunya ialah para pengusaha
tidak mampu lagi meneruskan usahanya dan mengalami kebangkrutan. Ibid., him. 99.

8 Al Araf dan Awan Puryadi, Perebutan Tanah (Yogyakarta: Lappera Pustaka
Utama, 2002), him. 2.

®Tri Chandra Aprianto, op.cit., him. 28
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hukum kolonial (Agrarische Wet 1870). Ibu kota dipindahkan ke Jakarta,
kemudian nama panitia agraria diubah menjadi Panitia Agraria Jakarta pada tahun
1951, tugasnya melanjutkan gagasan sebelumnya dengan tambahan sebagai
berikut, penetapan batas keluasan maksimum dan minimum, yang dapat memiliki
tanah untuk usaha tani kecil dan pengakuan rakyat atas kuasa undang-undang.
Berbagai upaya untuk mencetuskan Rancangan Undang-Undang (RUU),
kemudian baru disahkan pada tanggal 24 September 1960, dalam Lembaran
Negara No. 104 Tahun 1960, sebagai UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).°

Nasionalisasi yang berlandaskan pembagian adil tidak berjalan karena
tuan-tuan tanah tidak memberikan hak tanahnya kepada pemerintah dan
landreform hanya dianggap sebagai aksi provokasi petani kaya dan tuan tanah.
Memasuki Orde Baru prioritas utama membangun perbaikan ekonomi yang
nantinya dapat mempengaruhi kebijakan yang ada, yaitu dengan membangun
ekonomi secepat-cepatnya dan setinggi-tingginya tercantum dalam trilogi
pembangunan. Trilogi pembangunan ialah penentuan kebijakan politik, ekonomi,
dan sosial dalam pembangunan negara, dengan tujuan terciptanya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan
stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pembangunan ekonomi dan sistem
terpusat telah membuat negara membangun alat kekuasaan seperti hukum aparat
keamanan yang akan memaksa rakyat tunduk dan patuh. Keuntungan Undang-
undang kebanyakan tidak memihak kepada masyarakat kecil dan sering
memojokkan.

Permasalahan agraria menjadi fenomena yang mencuat kian hari belum
menemukan titik terang akan penyelesian permasalahan yang ada di dalamnya.
Reforma agraria hanya menjadi sebuah konsepsi janji-janji politik saja. Gagasan
reforma agraria yang sebenarnya untuk melakukan perubahan struktur agraria
yang lebih adil untuk rakyat, karena pada masa kolonial rakyat sangat tertindas.

Gagasan reforma agraria ini menjadi pilihan pemimpin bangsa untuk menjadikan

% 1bid., him. 29.
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tanah sebagai sarana sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.!*  Struktur
kapitalisme!? menggambarkan keserakahan suatu kelompok yang menamakan
dirinya distruktur atas atau yang memiliki kekuasaan, oleh karena itu dengan
adanya reforma agraria maka akan menurunkan keserakahan tersebut dengan cara
pemerataan lahan untuk rakyat bukan lagi dikuasai oleh pemilik modal.

Struktur negara otoriter birokrasi, jabatan dalam birokrasi menjadi alat
produksi untuk mendapat keuntungan, sehingga pada tahun 1960-an disebut
dengan istilah kapitalisme birokrat (kabir).'®> Pada masa Orde Baru, pemerintah
tampil menjadi penguasa-penguasa baru di tanah-tanah perkebunan. Pengelolaan
tanah oleh birokrasi penopang keberadaan negara berwujud Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dengan tujuan mengeksploitasi tanah tersebut demi memperkuat
kekuasaan. Sejak saat itulah tanah menjadi komoditas untuk diperjualbelikan demi
meraih keuntungan (devisa negara). Masa Orde Baru tanah diambil alih untuk
proyek-proyek pembangunan dan kaum birokrat rente!* juga mengedarkan
pemberian surat-surat atas tanah.

Hak milik tanah yang sudah dikuasai rakyat juga dicabut dengan
mengatasnamakan pembangunan, sehingga terjadi perpanjangan hak-hak untuk

pengusaha perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) diperpanjang.

1 Lilis Mulyani, dkk. “Reforma Agraria: Momentum Keadilan dan
Kesejahteraan” dalam jurnal Bhumi: Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN Nomor 39
tahun 13, 2014, him. 357.

12 Kapitalisme merupakan cara ekonomi yang ditandai dengan pemilikan alat
produksi oleh pemilik modal, adanya hubungan majikan-buruh yang digaji dengan uang
dan produksi ditujukan untuk keuntungan dan pelipatgandaan modal. Kekuasaan kapitalis
bertujuan mengambil sumber bahan mentah dari tanah jajahan, penyediaan buruh murah
pada perkebunan dan tanah jajahan sebagai pasar pembuangan hasil produksi kaum
kapitalis. Lihat Latifatul lzzah, Sejarah Agraria (Yogyakarta: Cipta Media Angkasa,
2013), him. 13-14.

3 Lilis Mulyani, dkk. op.cit., him. 358.

14 Birokrat rente ada di bawah kekuasaan Orde Baru memiliki beberapa sifat,
diantaranya otoriter dan sangat mengandalkan birokrasi sebagai alat untuk mencapai
tujuan, partisipasi masyarakat dibendung, pembangunan ekonomi dan politik dilakukan
secara top-down, dan yang terakhir idiologi yang dipakai adalah ideologi teknokratis-
birokratis. Lihat Lilis Mulyani, dkk. op.cit. him. 358.
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Selain itu, kaum birokrat juga mengalihkan fungsi tanah, dari tanah pertanian
menjadi industri, maka terjadi perubahan akibat keserakahan kaum birokrat yang
menganggap tanah itu seolah-olah menjadi milik mereka sehingga menyebabkan
banyak terjadi konflik agraria di berbagai daerah. Seperti di Desa Gadungan dan
Sumberagung yang sedang mengalami permasalahan agraria.

Paradigma negara dalam menguasai semua aspek dan untuk
mensejahterakan rakyat dalam realita berbanding terbalik, masyarakat sengsara
dan miskin, dikarenakan tanah yang dijadikan sumber kehidupan telah diambil
oleh negara. Keadaan yang sedemikian membuat rakyat sadar dan bersatu
kemudian bergerak melakukan perlawanan demi kembalinya tanah. Pilihan
mereka hanya dua, yaitu mati tertindas karena kelaparan atau bangun melawan
demi kehidupan yang lebih baik.*

Tanah bagi rakyat merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-
hari karena mereka dapat hidup dari mencari bahan pangan sampai menjadi
tempat berlindung. Manusia dan tanah tidak terpisah, bahkan makhluk lainpun
mempunyai kepentingan atas tanah. Pada tahap selanjutnya, jumlah manusia
semakin bertambah maka peranan tanah semakin penting dan kompleks.
Indonesia dikatakan sebagai negara agrasis karena dalam sektor ini mempunyai
tanah yang subur memberi kehidupan seluruh masyarakat. Namun dalam
kenyataanya hak tanah bagi petani dipertanyakan, karena tanah hanya dipegang
oleh pemilik modal dan petani sekedar menumpang. Rakyat hidup di tanah milik
orang lain, mereka juga dipekerjakan dalam perkebunaan tidak jauh beda dengan
masa kolonial, mereka juga tidak diberikan lahan untuk menggarap.

Keadaan yang sedemikan menyebabkan rakyat mempertanyakan hak
mereka dan menginginkan hak mereka diberikan sesuai dengan keputusan yang
sudah ditetapkan, bahwa setelah (HGU) habis maka tanah yang menjadi milik
negara sebagian lahannya diberikan kepada rakyat. Munculnya perebutan tanah-
tanah negara yang seharusnya menjadi milik rakyat dengan pemerintah yang
diwakilkan oleh pihak perkebunan. Seperti yang ada di Blitar, terdapat 23

perkebunan yang bermasalah setelah Reformasi 1998, dan persolan tersebut

> Al Araf dan Awan Puryadi, op.cit., him.3
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belum juga tuntas bahkan semakin melebar akibat berlarutnya penyelesaian
konflik dan sengketa lahan. Salah satu perkebunan yang hingga sekarang masih
bermasalah adalah Perkebunan Rotorejo Kruwuk Blitar dengan petani sekitar
perkebunan di Desa Gadungan dan Sumberagung Kecamatan Gandusari
Kabupaten Blitar.

Permasalahan yang muncul di Desa Gadungan dan Desa Sumberagung
dilatar belakangi oleh pencabutan tanah pertanian oleh pihak perkebunan secara

paksa pada tahun 1966. Tanah yang seharusnya dimiliki oleh rakyak sekitar +
262,000 Ha berdasarkan S.K Menteri No. 49, kemudian diambil oleh pihak

perkebunan secara paksa * 49,000 Ha. Tanah pertanian yang terdaftar dalam

buku induk pajak di Desa Gadungan baru seluas 213,000 Ha. Darisinilah mulai
terjadinya permasalahan, rakyat menuntut agar tanah yang dicabut dikembalikan
pada rakyak.®

Perkebunan Rotorejo Kruwuk masuk di Dusun Sukomulyo Desa
Gadungan dan Dusun Sumberagung Desa Sumberagung. Luas dari keseluruhan
perkebunan tersebut 557,20 ha, kemudian luas yang ada di Desa Sumberagung 92
ha dan luas sisanya sebesar 465 berada di Desa Gadungan.!’ Masyarakat sekitar
Perkebunan Rotorejo Kruwuk bermata pencaharian sebagai petani, baik petani
penggarap sawah maupun petani pemilik sawah dengan lahan sempit. Selain
menjadi petani mereka juga ada yang bekerja sebagai buruh perkebunan. Keadaan
sosial ekonomi daerah perkebunan rata-rata tergolong menengah ke bawabh,
karena pekerjaan mereka hanya bergantung pada perkebunan yang tidak setiap
hari ada pekerjaan untuk mengarap lahan perkebunan. Kemiskinan stuktural pun
terjadi, maksudnya kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat
karena adanya struktur sosial yang mengakibatkan mereka tidak ikut serta dalam

menggunakan sumber-sumber pendapatan, yang sebenarnya tersedia bagi

16 Arsip Desa, “Surat Pengajuan Hak Tanah” Kepada Bupati Kepala Daerah Dati
Il Kabupaten Blitar dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Blitar, tertanggal 7 Mei 1984.

7 Wawancara dengan Fitoyo Hariyadi selaku Wakil Ketua Paguyuban Petani
Kelud Makmur (PPKM), Blitar, 29 Maret 2017.
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mereka.'® Pemilik perkebunan kehidupannya berbanding terbalik dengan petani
penggarap lahan, maka muncul kesenjangan sosial antara pemilik modal atau
pemilik lahan dengan penggarap.

Petani hanya bergantung pada orang yang mempunyai lahan luas mereka
disebutnya buruh tani. Umumnya, buruh tani tersebut telah puas dengan
kehidupan yang mereka dapatkan. Keadaan yang sedemikian menimbulkan petani
tunakisma.® Penyebab utama petani tunakisma karena mereka tidak punya lahan,
modal usahatani terbatas, pengetahuan dan keterampilan rendah, boros, serta
berasal dari keluarga miskin. Timbulnya kesenjangan sosial memicu kecemburuan
sosial di kalangan masyarakat sehingga banyak menimbulkan masalah seperti
konflik. Konflik di Desa Gadungan dan Sumberagung yang penyebab utamanya
adalah diambilnya sebagian tanah milik petani secara paksa oleh pihak
perkebunan pada tahun 1966 yang kemudian membuat para petani menginginkan
agar tanah tersebut dikembalikan. Penyebab selanjutnya ialah habisnya Hak Guna
Usaha (HGU) dari Perkebunan Rotorejo Kruwuk sejak 31 Desember 2009. Jika
HGU telah habis masanya maka perkebunan itu beralih menjadi perkebunan milik
negara dan sebagian lahan diberikan kepada masyarakat sekitar.?°

HGU Perkebunan Rotorejo Kruwuk berakhir kurang lebih selama 25
tahun, akan tetapi pemilik perkebunan tetap menguasai lahan perkebunan
sehingga tanah yang seharusnya menjadi milik masyarakat tidak diberikan.?

Permasalahan muncul karena ketidakadilan pihak perkebunan yang memicu

18 Lilis Mulyani, dkk. op.cit., him. 472.

19 Petani tunakisma identik dengan buruh tani, mereka tidak memiliki lahan dan
juga rendah pengetahuan maupun keterampilan. Petani tunakisma bekerja sebagai buruh
tani dan juga sebagai petani penyakap. Lihat jurnal Ibrahim Saragih dan Djoko Susanto
“Petani Tuna Kisma” [online], http://jurnal.ipb.ac.id, diunduh 22 Maret 2017.

% Solichan Arif, “ Puluhan Orang Berbaju Loreng Serbu Perkebunan Rakyat”
[online], http://www.google.com/amp/s/news.okezone.com, diunduh pada 20 Maret 2017.

2l Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), “Sempat Tertunda Petani Blitar
Kembali Reclaming Lahan Eks-Perkebunan Rotorejo Kruwuk” (tanggal 3 November
2014)
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adanya gerakan dari petani sekitar perkebunan, dengan tujuan menuntut hak
mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis memberikan
judul skripsi “Gerakan Protes Petani Terhadap Perkebunan Rotorejo
Kruwuk Di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 1964-2016”.
Pengertian gerakan protes petani dimaknai sebagai tindakan atau aksi masa dari
petani sekitar Perkebunan Rotorejo Kruwuk khususnya dari Desa Gadungan dan
Desa Sumberagung yang menginginkan hak tanah mereka yang telah dicabut
secara paksa oleh pihak perkebunan, tuntutan mereka berdasarkan SK Menteri
Pertanian dan Agraria Nomor: 69/Ka/1964 yang menjelaskan pembagian tanah
berdasarkan obyek landreform. Perkebunan Rotorejo Kruwuk ialah perkebunan
yang dituntut oleh petani karena telah melakukan tindakan ketidakadilan.

Alasan pemilihan judul skripsi ini berdasarkan pada pertimbangan sebagai
berikut: (1) Konflik tanah yang terjadi di Desa Gadungan dan Sumberagung
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar belum pernah diangkat sebagai objek atau
topik penelitian berupa skripsi, sehingga hal tersebut membuat daya tarik untuk
melakukan penelitian dan menuliskan sebagai karya ilmiah berupa skripsi,
sehingga karya ilmiah ini masih orisinil. (2) Data yang membahas permasalahan
konflik di Desa Gadungan dan Sumberagung dirasa cukup banyak, sehingga
penulis tertarik untuk mengambil tema tersebut. Selain itu, masyarakat Desa
Gadungan khususnya selaku ketua Paguyuban Petani Kelut Makmur (PPKM)
sangat terbuka, mendukung, bersedia membantu dan memberikan informasi
mengenai tema yang akan diambil oleh penulis. (3) Ingin mengetahui bagaimana
bentuk dan penyebab gerakan protes petani di Desa Gadungan dan Desa
Sumberagung terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk. (4) Terdapat ikatan
emosional antara penulis dengan Desa Gadungan dan Sumberagung, karena
penulis termasuk warga yang berdomisili di Blitar. Sehingga harapannya

penelitian ini bisa berjalan efektif dan efesian agar penelitian segera terselesaikan.
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1.2. Rumusan Masalah

Di dalam sebuah penelitian, baik penelitian yang bersifat kualitatif maupun
kuantitatif, tentu terdapat suatu rumusan masalah, agar permasalahan yang
dibicarakan tidak menyimpang dari judul yang telah ditentukan dan
pembahasannya fokus pada ruang lingkup tersebut. Adapun rumusan masalah
dalam penulisan skripsi ini adalah.

1. Mengapa terjadi konflik antara petani Desa Gadungan dan Desa
Sumberagung dengan pihak Perkebunan Rotorejo Kruwuk?

2. Bagimana proses terjadinya gerakan protes petani Desa Gadungan dan
Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari terhadap Perkebunan Rotorejo
Kruwuk?

3. Bagaimana proses penyesesaian konflik antara petani Desa Gadungan dan
Desa Sumberagung dengan Perkebunan Rotorejo Kruwuk?

4. Bagaimana dampak dari adanya gerakan protes petani Desa Gadungan dan

Desa Sumberagung terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

Tujuan pembahasan berfungsi sebagai sasaran yang akan dicapai oleh suatu

penelitian, oleh karena itu dalam penulisan skripsi harus mempunyai tujuan

yang jelas. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain.

1. Untuk mengetahui penyebab terjadi konflik antara petani Desa
Gadungan dan Desa Sumberagung dengan pihak Perkebunan Rotorejo
Kruwuk

2. Untuk mengetahui proses terjadinya gerakan protes petani Desa
Gadungan terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk.

3. Untuk mengetahui proses penyelesaian konflik antara petani Desa
Gadungan dan Desa Sumberagung terhadap Perkebunan Rotorejo
Kruwuk.

4. Untuk mengetahui dampak dari adanya gerakan protes petani Desa

Gadungan terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk.
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1.3.2. Manfaat

Manfaat dari penulisan skripsi ini, diharapkan sesuai dengan sasaran yang
telah penulis rencanakan. Adapun manfaat yang diberikan dari penulisan
skripsi ini antara lain.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dalam pemahaman tentang
sejarah yang membahas gerakan protes masyarakat terhadap
perkebunan atau bisa disebut konflik agraria.

2. Penulisan ini diharapkan dapat menambah khasanah bagi pembaca
untuk mengetahui sengketa tanah beserta penyelesaian sengketa tanah
yang ada di Indonesia, khususnya sengketa tanah perkebunan.

3. Hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah setempat
atau instansi terkait, untuk perbaikan kebijakan pengembangan
perkebunan kedepan.

4. Bagi penulis, penelitian ini diajadikan sebagai wahana latihan penelitian
ilmiah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku

perkuliahan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menganalisis sebuah permasalahan dengan baik dan fokus pada satu titik
ruang lingkup permasalahan, maka penulis perlu mengadakan ruang lingkup yang
jelas. Tujuan adanya ruang lingkup dalam penulisan yaitu untuk memperjelas
skup spasial dan temporal agar tidak menyimpang dari permasalahan yang
ditentukan, sehingga karya ilmiah diharapkan mudah dibaca dan difahami oleh
orang lain. Ruang lingkup dalam penelitian meliputi lingkup spasial, temporal dan
kajian. Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Desa Gadungan dan
Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, dengan pertimbangan
bahwa Desa Gadungan dan Sumberagung merupakan lokasi adanya Perkebunan
milik PT Rotorejo Kruwuk dan sekaligus menjadi tempat konflik antara petani
dengan pihak perkebunan. Di desa ini juga menjadi tempat tinggal para pekerja

perkebunan Rotorejo Kruwuk. Sebagian besar masyarakat di sekitar perkebunan
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menggantungkan hidupnya terutama dalam bidang ekonomi pada Perkebunan
Rotorejo Kruwuk.

Lingkup temporal atau batas waktu dalam penelitian ini yaitu 1964-2016.
Tahun 1964 dijadikan sebagai tahun awal penelitian karena diterbitkanya SK dari
Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.49/Ka/64 mengenai tanah bekas hak
erfpacht seluas £262,000 Ha dari Perkebunan Rotorejo Kruwuk dijadikan obyek
landreform.?? Tahun 2016 dikarenakan pada tahun ini ditandai banyak upaya yang
dilakukan untuk menyelesaikan masalah antara petani Desa Gadungan dan
Sumberagung dengan pemilik Perkebunan Rotorejo Kruwuk Blitar. Usaha yang
dilakukan diantaranya ialah perwakilan masyarakat sekitar perkebunan yang
tergabung dalam PPKM mendatangi BPN Pusat dan KOMNAS HAM untuk
memperjuangkan hak mereka.

Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yaitu konflik yang
terjadi antara masyarakat Desa Gadungan dan Desa Sumberagung dengan
Perkebunan Rotorejo Kruwuk, masyarakat yang menuntut pihak perkebunan
untuk mendistribusikan tanah, maka skripsi ini termasuk dalam kategori sejarah
agraria, dikarenakan kajiannya meliputi tanah atau lahan yang disengketakan oleh
masyarakat Desa Gadungan dan Sumberagung dengan Perkebunan Rotorejo

Kruwuk.

1.5. Tinjauan Pustaka

Suatu karya ilmiah selalu memerlukan tinjauan pustaka sebagi perbandingan dan
pemahaman tulisan. Buku atau karya ilmiah yang membahas tentang
permasalahan agraria sudah banyak dihasilkan oleh para peneliti. Salah satu kajian
dihasilkan oleh Suhartono dalam buku yang berjudul Bandit-Bandit Pedesaan di
Jawa Studi Historis 1850-1942. Buku ini membahas tentang bentuk resitensi yang
menurut orang kolonial dan perkebunan disebut perbanditan. Penulis meneliti di
tiga lokasi, diantaranya Batavia dan Banten, Yogyakata dan Surakarta, terakhir

Pasuruan dan Probolinggo. Tumpang tindih lokasi perkebunan dan sawah di

22 Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.49/Ka/64, dalam
Koleksi Kantor Desa Gadungan.
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pedesaan merupakan refleksi perebutan kepetingaan yang merupakan hidup
matinya dua golongan yang berbeda interesnya. Petani merasa dirugikan akibat
dari persekongkolan antara pemerintah dengan perkebunan, sehingga petani
melakukan kekerasan diseratai tindakan destruktif dengan tujuan merugika usaha-
usaha perkebunan. Resistensi petani terhadap pemerintahjuga tidak dilakukan
secara kolektif atau berkelompok, tetapi juga dilalukan secara individual, seperti
dilakukan pembakaran tebu di Pasuruan dan Probolinggo.2® Perbanditan pedesaan
yang muncul merupakan manifestasi protes terhadap ketidak adilan sosial.

Kajian lain tentang permasalahan agraria dihasilkan oleh Sholih Mu’adi
dalam bentuk disertasi yang berjudul Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah
Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi. Dalam disertasi tersebut, Sholih Mu’adi
mengungkapkan bahwa munculnya kembali sengketa tanah perkebunan pada
dekade terakhir ini adalah kelanjutan dari masa transisi terus menerus dari
persoalan tanah perkebunan yang tidak pernah tuntas dalam penyelesaiannnya.
Ketika Belanda meninggalkan Indonesia dan Jepang menjajah, masalah
perkebunan masih belum bisa terselesaikan dengan tuntas dari awal kemerdekaan
sampai masa Orde Baru, sehingga penyelesaiannya masih dalam masa transisi.

Menurut Sholih Mu’adi, memasuki Orde Baru bersamaan dengan
tumbangnya rezim Orde Baru, muncul perubahan sosial yang diiringi dengan era
euphoria diberbagai bidang. Pada saat yang sama, perilakumasyarakat jug
amengalami perubahan diikuti dengan tumbuhnya kesadaran akan tuntutan
kepemilikan hak atas tanah yang sebelumnya selalu gagal karena mendapat
tekanan dari rezim Orde Baru. Timbulnya masalah pertanahan yang tidak kunjung
terselesaikan bahkan mengalami penambahan permasalah tanah sampai penelitian
ini berlangsung, disebabkan oleh masa transisional persoalan tanah yang tidak
pernah berkahir dari waktu ke waktu.

Penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dibahas oleh Sholih Mu’adi

dengan cara litigasi (jalur peradilan) menjadi tidak efektif, oleh sebab itu Sholih

2 Suhartono, Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa Studi Historis 1850-1942,
(Yogyakarta: Aditya Media, 1995), him. 154.
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Mu’adi obyek penelitian ditemukan penyelesaian dengan cara non litigasi
(mediasi).?* penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi jauh lebih efektif dan
efisien karena menggunakan win-win solution?® dalam penyelesaiannya.

Kajian penting tentang permasalahan agraria dihasilkan oleh Tri Chandra
Aprianto dengan bukunya yang berjudul Perjuangan Landreform Masyarakat
Perkebunan. Buku ini merupakan hasil dari disertasi yang membahas tentang
upaya penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil atau lebih
dikenal dengan reforma agraria di wilayah perkebunan dalam kurun waktu 1940
sampai 1970, khususnya di wilayah Jember. Berakhirnya pemerintahan Belanda
dan Jepang dalam mengusai perkebunan membawa inisiatif masyarakat untuk
membenahi struktur agraria yang telah dirusak pada periode Jepang, sehingga
periode ini merupakan transisi dari kolonial ke nasional.?® Dalam penataan ulang
sumber agraria terdapat tiga inisator, (i) pemerintah, (ii) organisasi masyarakat,
(iii) masyarakat perkebunan, pada dasarnya ketiga inisiator ini berebut menjadi
pemenang dalam menanta ulang tersebut.?’ Dibentuknya UUPA pada 1960
sebagai upaya penataan sumber-sumber agraria bukan menjadi solusi dikarenakan
program ini berjalan linier karena adanya pergeseran dari perkebunan kewilayah
pertanian, terutama terjadinya peristiwa 1965-1966 yang melahirkan trauma
politik dalam masyarakat perkebunan. Buku ini juga menjelaskan tentang langkah

yang harus menjadi gerakan perwujudan reforma agraria di indonesia.

24 penyelesaian dengan cara litigasi adalah penyelesaian masalah sengketa tanah
melalui jalur peradilan, sedangkan non litigasi merupakan penyelesaian masalah dengan
cara negosiasi, konsilisasi, mediasi, dan arbitrase.

2 Win-win solution adalah mencari alternatif penyelesaian sengketa tanah
perkebunan dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, baik
di pihak perkebunan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan kata lain harus ditemukan
solusi yang baik oleh berbagai pihak, sehingga penyelesaian yang melibatkan berbagai
kalangan harus dilakukan supaya memperoleh solusi yang baik.

% Tri Chandra Aprianto, Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan,
(Yogyakarta: STPN Press, 2016), him. 133.

?" Ibid., him. 185
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Beberapa kajian di atas bermanfaat untuk kajian ini. Kajian dari tulisan
perbanditan di pedesaan memberikan pemahaman bagi penulis untuk melihat
adanya pihak pemerintah yang bersekongkol dengan pihak perkebunan demi
melangsungkan kesejahteraan mereka sendiri, sehingga membuat petani merasa
dirugikan. Kondisi demikian membuat petani melakukan aksi perbanditan dengan
tujuan merugikan pihak perkebunan dan pemerintah. Sementara itu, kajian dari
Dianto Bachriadi mencoba mengupas gerakan sosial pro reforma agraria yang
hendak menolak optimisme sejumlah kalangan, baik aktifis maupun cendekia
yang menanggapi reformasi 1998 sebagai pembukaan jalan pelaksanaan reforma
agraria, sehigga mendorong terbitnya Ketetapan MPR No. 1X/2001 tentang
pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Kajian dari Tri Chandra
Aprianto mengupas sistem agraria penguasa mulai dari berakhirnya pemerintah
Belanda sampai masuknya pemerintah Jepang hingga awal Orde Baru.

Kajian-kajian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang
dilakukan penulis dalam skripsi ini. Perbedaan tersebut terletak pada tempat atau
daerah yang dijadikan sebagi penelitian, yakni di Desa Gadungan dan
Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Fokus skripsi ini lebih
pada keadaan sosial petani yang menginginkan keadilan akan hak yang seharunya
dimiliki oleh petani khususnya di sekitar perkebunan Kruwuk, karena dengan
lahan perkebunan yang seluas 557 ha seharusnya bisa menyerap tenaga kerja yang
besar, tetapi dalam realita petani yang bekerja di perkebunan hanya segelintir
orang saja. Hal yang sedemikian membuat kecemburuan sosial dan kekecewaan
rakyat, sehingga menimbukan aksi petani sekitar perkebunan.?® Penelitian ini juga
bisa dikaitkan dengan ekonomi masyarakat perkebunan, sebenarnya masyarakat
yang berada di Desa Gadungan dan Sumberagung bergantung pada perkebunan,
dengan bekerja diperkebunan, masyarakat bisa memiliki pekerjaan dan

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

28 Wawancara dengan Bapak Agung Prasetyo selaku Kepala Dusun Sukomulyo,
(tanggal 29 Maret 2017).
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1.6. Pendekatan dan Kerangka Teori

Dalam penulisan sejarah perlu adanya pendekatan dan teori sehingga penulis lebih
jelas, sistematis dan terarah. Menurut Sartono Kartodirdjo, kajian yang menganut
pendekatan dengan alat-alatnya akan lebih mampu memberikan penjelasan,
mengungkap aspek-aspek yang tersembunyi, sehingga sejarah tidak terbatas pada
cerita.

Setiap permasalahan yang muncul dalam penulisan skripsi ini dicoba
menggunakan pendekatan sosiologi, dengan menitik beratkan pada teori gerakan
sosial. Sosiologi menurut Soejono Sukanto ialah pendekatan yang mempelajari
manusia, masyarakat dan kebudayaan yang menitiberatkan pada pola-pola
interaksi sosial.?® Pendekatan sosiologi akan lebih mudah diterima dalam
masyarakat karena pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang berlaku
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menurut Emile Durkheim, masyarakat ialah sistem yang mengikat
kehidupan orang-orang dan merupakan lingkungan (melieu) yang menguasai
segala kehidupan. Emile juga mengungkapkan bahwa ikatan masyarakat terdapat
individu terutama ditentukan oleh pembagian tugas dalam masyarakat. Teori
diartikan bukan sebagai sesuatu sistem pandangan yang mirip dengan aturan
hukum, melainkan sebagai sumber gagasan yang status asalnya bervariasi dan
dapat dipakai untuk menjelaskan dan menafsirkan fenomena.

Dalam penulisan skripsi ini juga diperlukan adanya teori, dan teori yang
mirip dengan permasalahan yang ada di skripsi ini ialah gerakan sosial yang
dikemukakan oleh Smelser. Gerakan sosial yang dimaksud adalah gerakan
bersifat kolektif, kontinyu dan sistematis dengan tujuan mendukung atau
menentang keberlakuan tata kehidupan tertentu, dimana mereke memiliki
kepentingan di dalamnya, baik secara individu, kelompok, komunitas atau level
yang lebih luas lagi. Gerakan petani merupakan gerakan yang bersifat reformatif,
karena hanya menghendaki perubahan terhadap sebagian sistem yang melingkupi

kehidupannya. Menurut Nelson A. Pichardo, paradigma gerakan sosial merupakan

» Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), him. 4-
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perkembangan baru dari teori sosial yang menekankan pada elemen-elemen
gerakan sosial sosial makro-historisn maupun makro-historis.*® Adapun tipe-tipe
peristiwa yang diteliti adalah reaksi terhadap panik, reaksi terhadap craze, ledakan
permusuhan, gerakan yang berorientasi pada norma, dan gerakan yang
berorientasi pada nilai.®* Teori Smelser digunakan untuk menganalisis gerakan

sosial petani di Desa Gadungan dan Sumberagung.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah.
Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan
menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Ada empat
tahap dalam metode sejarah, yaitu: pengumpulan sumber-sumber, kritik sumber,
penafsiran sumber dan sintesis sejarah.*

Tahap pertama ialah proses penumpulan sumber-sumber sejarah sesuai
dengan topik pembahasan. Sumber sejarah dapat dibedakan menjadi dua bagian,
pertama sumber primer dan kedua sumber sekunder. Sumber primer adalah
kesaksian dari pelaku atau saksi peristiwa sejarah. apabila saksi atau pelaku
sejarah sudah meninggal dunia dan mereka meninggalkan catatan harian tentang
apa yang mereka alami, maka data tersebut bisa dikatakan sumber primer. Sumber
sekunder adalah sumber yang diperoleh dengan mengumpulkan buku-buku
literatur yang sesuai dengan topik pembahasan.

Beberapa sumber primer yang digunakan penulis diantaranya adalah hasil
wawancara dengan masyarakat, tokoh penggerak gerakan protes petani serta
perangkat Desa Gadungan dan Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari
Kabupaten Blitar yang berupa rekaman suara. Sumber primer selain melakukan
wawancara ialah dari arsip-arsip dan dokumen yang sesuai dengan topik

pembahasan. Sumber sekunder yang digunakan meliputi semua bahan yang yang

% Wahyudi, Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani (Malang: UMM Press,
2005), him. 6.

% Ibid., him. 12.

% Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah (Jakarta:
Yayasan Penerbit Ul, 1986), him.32.
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telah diterbitkan maupun belum relevan dengan persoalan yang dibahas. Sumber-
sumber tersebut dikumpulkan dari berbagai tempat seperti perpustakaan Fakultas
IImu Budaya, Perpustakaan Universitas Jember, buku-buku koleksi pribadi dan
juga browsing melalui internet.

Tahap kedua yaitu kritik sumberyang meliputi kritik ekstern dan kritik
intern. Kritik ekstern digunakan untuk meneliti keontentikan sumber (keaslian
sumber) dengan cara meneliti bahan yang dipakai, jenis tulisan, gaya bahasa dan
lain-lain. Kritik intern digunakan untuk mendapatkan kredibilitas sumber (dapat
dipercaya atau tidak).3® Tahap ketiga interpretasi, yaitu proses proses analisis data
atau sumber sejarah yang telah didapat. Proses ini disebut sebagai proses
penafsiran data atau penafsiran sumber sejarah. tahap keempat historiografi, yaitu
hasil dari penafsiran semua data yang diperoleh ditunagkan dalam bentuk
penulisan sejarahdengan sistematis, kronologis dan menjadi satuan yang utuh.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan deskriptif analitis.
Proses penulisan sejarash sebagai suatu penyususnan sintesis, memperlukan suatu
kesatuan yang memuat koherensi unsur-unsurnya.* Oleh karena itu pertanyaan 5
W tambah 1 H (what, who, why, when, where dan how) akan menjadi pegangan
sehingga dapat dicapai sintesis yang baik. Dengan demikian bukan hanya aspek
narasi deskriptif yang disajian, melainkan aspek kausalitasnya juga yang
mencangkup lingkup waktu dan tempat sehingga mempertegas peristiwa yang
dikaji.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul Gerakan Protes Petani Desa
Gadungan dan Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
Terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk Tahun 1964-2016 terdiri empat Bab.

Adapun rancangan dari bagian skripsi ini diantaranya:

3 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Teori dan Metodologi
Sejarah, (Jakarta: Gramedia, 1993), him. 16.

¥ Ibid., him. 18.
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Bab pertama Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Runag Lingkup, Tinjauan Pustaka,
Pendekatan dan Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar Perkebuan
Rotorejo Kruwuk Blitar. Dalam Bab Il ini menjelaskan latar belakang gerakan
protes petani terhadap perkebunan Rororejo Kruwuk. Bab 11 ini terdapat beberapa
subbab yang dipetakan oleh penulis untuk mempermudah pembaca memahami isi
dalam tulisan karya ilmiah atau skripsi. Diantara subbabnya ialah gambaran
umum Perkebunan Rotorejo Kruwuk dari awal sampai sekarang, setatus tanah
garapan perkebunan sebagai bahan konflik, dan embrio gerakan protes serta tokoh
penggeraknya.

Bab ketiga berisi proses gerakan protes petani, tanggapan pihak perkebunan
dan solusi atau penyesaian konflik. Dalam bab 11l akan menjelaskan subbab
pertama yaitu pemicu gerakan protes, kedua kronologi gerakan protes, ketiga
usaha penyelesaian konflik dan terakhir dampak adanya gerakan protes terhadap
petani dan Perkebunan Rotorejo Kruwuk

Bab keempat berisi tentang Kesimpulan, penjelasannya berkaitan dengan
rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama, yang mana terdapat berbagai
pertanyaan mendasar yang mengantar penulis pada ruang lingkup analisis
penelitian, maka di bab empat berisi seluruh uraian dari Bab I, Il, 11l dan jawaban
permasalahan yang diajukan.

Penulis juga mencantumkan Daftar Pustaka dan Lampiran pada sistematika
selanjutnya. Daftar pustaka dicantumkan dengan tujuan demi terwujudnya
kredibilitas yang tinggi dari hasil penulisan tersebut. Adapun lampiran, dilakukan
sebagai faktor pendukung atas keabsahan dan penguat sumber penelitian yang

telah dikerjakan.
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BAB 2
LATAR BELAKANG GERAKAN PROTES PETANI
TERHADAP PERKEBUNAN ROTOREJO KRUWUK

Gerakan protes merupakan upaya untuk menentang suatu aturan atau kebijakan
yang ada. Gerakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan, jika
gerakan itu berhubungan dengan tindakan sosial maka tindakan itu terencana
dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ditujukan pada perubahan atau
gerakan perlawanan dengan lembaga masyarakat terkait. Pengertian protes
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pernyataan tidak setuju,
menentang, melawan, menyangkal atas suatu aturan, kebijakan, tindakan yang
dilakukan oleh seseorang atau pemerintah karena dianggap kurang efisien bagi
masyarakat. Gerakan protes petani di Jawa merupakan fenomena historis yang
selalu hadir setiap kurun waktu, baik dari masa lalu maupun masa sekarang.
Menurut James C.Scoot perlawanan kaum tani ialah aksi yang dilakukan
oleh seorang atau lebih petani dengan maksud untuk mengurangi atau menolak
berbagai tuntutan (misal: sewa, pajak, kerja paksa, kepatuhan) dari kelas-kelas
orang berada (misal: tuan tanah, negara, renternir) atau untuk mengajukan
tuntutan kaum tani (misal: status tanah, sumbangan, penghargaan) terhadap kelas

orang-orang berada. Perlawanan petani mengacu pada gerakan sosial petani, yang

1 James C. Scoot, Perlawanan Kaum Tani, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
1993), him. 322.

20
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bisa diartikan sebagai perilaku kolektif petani dalam bentuk aksi reklaming lahan
perkebunan.?

Indonesia memiliki sumber daya alam sangat melimpah, sehingga
membuat negara-negara lain ingin menguasai. Seperti halnya Cornelis de
Houtman orang Belanda pertama yang datang ke Indonesia pada tahun 1596,
awalnya hanya berlayar tetapi ketika mendarat di Banten mereka menemukan
rempah-rempah yang melimpah, sehingga menjadi keuntungan bagi mereka untuk
membawa rempah-rempah yang kemudia diperdagangkan. Salah satu yang
mengawali terbukanya perkebunan di Indonesia.

2.1. Kondisi Perkebunan Rotorejo Kruwuk Sejak Awal Berdiri Hingga
Tahun 1965

Sejarah perkebunan di Indonesia ditandai dengan adanya proses perubahan yang
terjadi sejak awal abad ke-19, yaitu semula berupa pengusahaan tanaman
perdagangan yang diorganisir pemerintah dikenal dengan nama Sistem Tanam
Paksa, kemudian pihak swasta asing diberi kesempatan untuk mengelola bahkan
menguasai perkebunan.® Skala persewaan tanah perkebunan yang awalnya hanya
beberapa bau* menjadi puluhan bau, jangka wakyu sewa berubah jadi jangka
pendek yaitu pembayaran uang sewa dengan sistem tahunan di ubah menjadi
beberapa tahun.

Persewaan tanah dilakukan oleh orang Belanda dan orang Cina telah
terjadi di Pulau Jawa sejak abad ke 17. Tanaman yang diusahakan ialah tanaman
tebu dan pembuatan gula dalam skala relatif kecil. Awal penyebaran tanaman tebu
dan pembuatan gula di sekitar Batavia kemudian berkembang ke daerah Jawa

Tengah seperti Pekalongan dan Jepara, serta di daerah Jawa Timur seperti

2 Tri Agung Sujiwo, “Aksi Petani Dan Gerakan Politik Pedesaan”, dalam Jurnal
Analisis Sosial Vol 15 No. 1 Agustus 2010, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2010), him.
142.

® Sugijanto Padmo, Bunga Rampai Sejarah Soal-Ekonomi Indonesia,
(Yogyakarta : Aditya Media, 2004), him. 79.

4 Arti kata bau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah satuan ukuran luas
tanah 7.096 m2 atau 500 tombak persegi.
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Mojokerto, Sidoarjo, Jombang serta Karisidenan Pasuruan.® Pengusaha Cina
menanam tebu di tanah yang disewa dari petani atau Pemerintah Belanda,
kemudian tanaman tebu diolah menjadi gula merah dan dijual dipasar.

Pada abad ke 19, usaha yang dijalankan oleh Belanda mengalami
kemajuan sangat pesat. Tanaman komoditas yang mendominasi nilai ekspor ialah
tembakau, setralnya terletak di Daerah Swapraja atau Vorstenlanden, Besuki dan
Deli Sumatra Utara. Sebelum lahirnya Undang-Undang Agraria 1870, kebijakan
pemerintah Belanda cenderung membatasi aktifitas pengusaha swasta, dengan
tujuan  mempertahankan monopoli® atas tanaman perdagangan yang
menguntungkan, terutama kopi dan gula.” Oleh sebab itu, banyak pengusaha
swasta menuntut penghapusan Sistem Tanam Paksa pada tahun 1850an-1860an.
Kelompok utama pemegang perkebunan swasta ialah Cina, mereka menduduki
tanah partikelir untuk ditanami tanaman ekspor. Pada periode 1880-1890 terjadi
proses korporatisasi, dimana perkebunan kecil bergabung menjadi satu atau
diambil alih oleh perusahaan lain yang diusahakan dengan modal besar.® Untuk
tahun periode 1890-1910 merupakan periode ekspansi secara mantap dari
perusahaan perkebunan serta penanaman kembali sebagian keuntungan pada
seluruh wilayah tropis.

Kabupaten Blitar sejak masa penjajahan Belanda terkenal sebagai kota
kecil ditengah perkebunan. Sementara sebagian wilayah penunjang dan pusat
pemerintahan wilayah Blitar, melalui Staatsblad van Netherland Indies tahun
1906 Nomor 150 tanggal 1 April 1960, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan

® Sugijanto Padmo, op.cit., him. 81.

® Pengertian Monopoli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pengadaan
barang dagang tertentu di pasar lokal atau nasional sekurang-kurangnya dikuasai oleh
seseorang atau satu kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan.

’ Sugijanto Padmo, op.cit., him. 83.

® 1bid., him. 89.
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pembentukan Gemeente Blitar sebagai ibu kota (Kabupaten) Blitar.® Secara
geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25 — 112 20’ BT dan 7 57-89°51 LS
berada di Barat Daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur — Surabaya dengan jarak
kurang lebih 160 km. Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 km
dengan tata guna tanah terinci sebagai sawah, pekarangan, perkebunan, tambak,
tegal, hutan, kolam ikan dan lain-lain.*

Kabupaten Blitar dibelah oleh aliran Sungai Brantas menjadi dua bagian
yaitu Blitar bagian utara dan Blitar bagian selatan yang sekaligus membedakan
potensi kedua wilayah tersebut. Blitar bagian utara merupakan dataran rendah
(lahan sawah) dan beriklim basah, sedangkan Blitar bagian selatan merupakan
lahan kering yang sebagian tanahnya kritis dan juga beriklim kering. Blitar bagian
utara merupakan daerah surplus karena tanahnya yang subur, sehingga banyak
tanaman yang tumbuh dengan baik. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi
tingkat kesuburan tanah di kawasan Blitar bagian utara dengan adanya Gunung
Kelud yang masih aktif dan banyaknya aliran sungai yang memadai. Gunung
berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai saranan penyebaran unsur hara
yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Tanah yang berada
di Blitar bagian utara kebanyakan bertanah regosol sehingga jenis tanah ini dapat
digunakan untuk penanaman padi, tebu, kopi, tembakau dan sayur-sayuran.!!
Desa Gadungan dan Sumberagung berada di kaki Gunung Gedang yang
merupakan rangkaian dari Gunung Kelud.*?

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah dimana dilakukan pilot

project program pembaruan Agraria Nasional, yaitu diatas tanah berstatus hak

® Lilis Mulyani, Strategi Pembaruan Agraria Untuk Mengurangi Kemiskinan:
Latar Belakang, Kerangka Konsep dan Implementasi Program Pembaruan Agraria
Nasional (PPAN), (Jakarta: PT Gading Inti Prima (anggota IKAPI), 2011), him. 135.

10 plitarkab.go.id “Profil DPRD Kab. Blitar” (tanggal 15 Oktober 2016)
1 pojok Sanitasi Kabupaten Blitar (tanggal 3 April 2016)
12 pemerintah Kabupaten Blitar, PEMKAB BLITAR Kecamatan Gandusari dalam

[online] http://blitarkab.go.id., diunggah pada 10 September 2014, di unduh 15 Oktober
2017 pukul 14.25 WIB.
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erfpacht yang telah ditegaskan sebagai tanah obyek landreform melalui Surat
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan jumlah luas 17.116,9864
hektar dan dari luas tanah tersebut yang belum didistribusikan melakui sertifikat
seluas +5.448,4649 hektar dengan jumlah bidang atau petani penggarap sebanyak
42.756 bidang atau petani penggarap.r® Perkebunan Rotorejo Kruwuk yang
terletak di Desa Gadungan dan Desa Sumberagung termasuk dalam hak erfpacht
sebagai obyek landreform.

Desa Gadungan terdapat tujuh dusun, yaitu Dusun Gadungan, Dermosari,
Sandangrejo, Sukosari, Dawuhan, Putukrejo, dan Sukomulyo. Desa Sumberagung
terdapat empat dusun, yaitu Dusun Sumberagung, Loding, Rejokaton, dan
Sidoasri.’* Sejarah Desa Gadungan dimulai sejak pecahnya Perang Diponegoro
ketika melawan Penjajah Kolonial Belanda. Perang tersebut dimenangkan oleh
pihak penjajah, sehingga perajurit yang mengetahi hal tersebut melarikan diri ke
arah timur sampai ada perajurit yang bernama Tumenggung Dermo Kusumo yang
bersembunyi di kaki Gunung Kelud. Nama Gadungan sendiri diambil dari sekitar
daerah tersebut terdapat banyak tanaman gadung, sehimgga diberi nama
Gadungan. Untuk mengenang Tumenggung Dermo Kusumo, maka namanya
diabadikan menjadi Dusun Dermosari.

Desa Gadungan dan Desa Sumberagung terletak di kaki Gunung Kelud (6-
7 km dari puncak), sehingga daerah tersebut termasuk daerah yang subur dan
cocok untuk bercocok tanam. Tanahnya terdapat kandungan dari abu vulkanik
dari letusan Gunung Kelud, sehingga tidak heran banyak perkebunan besar yang
berada disekitarnya. Desa Gadungan memiliki banyak aset mulai dari sumber
daya alam yang melimpah, namun warga desa yang pekerja keras memiliki
paradoks'®. Sumber daya alam memang melimpah, tetapi masyarakat tidak

memiliki lahan, karena lahan dan kebun telah dikuasai pihak lain. Sebut saja

13 BPN RI, Selayang Pandang Tenytang Pembaruan Agraria Nasional (Reforma
Agraria), (Jakarta: BPN RI, 2006).

“ Ibid.

> paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan)
dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataanya mengandung kebenaran.
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“Petani KTP” yang pantas untuk masyarakat berprofesi bertani atau berkebun,
tetapi tidak punya lahan alias petani gurem atau buruh tani/ buruh kebun.

Sumber penghidupan untuk masyarakat Desa Gadungan berada di sektor
pertanian sebanyak 60,03% dari jumlah penduduk dengan luas lahan 219 ha,
lahan perkebunan dan pekarangan subur seluas 328 ha.'® lahan kering di desa ini
mencapai 148 ha yang diperuntukkan untuk bangunna/ tempat tinggal, 108 ha
untuk tegal/ pekarangan dan 600.5 ha di kuasai perkebunan besar. Dari data ini
menunjukan bahwa luas Desa Gadungan sebagian besar didominasi oleh kawasan
perkebunan. Selain sektor pertanian, potensi ternak di Desa Gadungan cukup
tinggi.’

Perkebunan Rotorejo Kruwuk berdiri pada tahun 1909, letak perkebunan
Kruwuk di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dan masuk Karisidenan
Kediri, tepat di sebelah selatan Gunung Kelut. Lokasi kebun berjarak 5 miles atau
sama dengan 7 Km dari Stasiun Kereta Api Talun dan kebun ini berada dalam
ketinggian 1000-2800 kaki. Perkebunan Kruwuk didirikan dengan modal 70.000
gulden dan saham 50.000 gulden. Pemilik perkebunan bernama W. Beanfort
Clayton beserta teman-temannya. Awalnya Perkebunan Kruwuk terdaftar di
Shanghai China, luas dari tanah yang terletak di Kroewoek ialah 505 bouw dan
luas tanah di Rotoredjo ialah 554 bouw, sehingga totalnya 1059 bouw atau setara
dengan 1810 are. Tanaman yang ditanam adalah Karet, kopi java, kopi robusta,
liberia, hibrida, coklat dan coco. Awal panen terjadi pada tahun 1910 yang
menghasilkan 1450 pikul kopi, yang terdiri dari 800 pikul java kopi, 300 pikul
kopi liberia, 50 pikul kopi robusta, dan 300 pikul kopi hybrida.® Untuk mematuhi

16 Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM) Gadungan tahun 2014-
2019.

Y M. Zainal dan Rajif Dwi Angga, “Perempuan, Aset Desa Dan Sumber
Penghidupan: Studi Kasus Desa Gadungan, Blitar, Jawa Timur”, dalam jurnal Musawa
Vol.16 No.1 Januari 2017, (Yogyakarta: IAIN Surakarta dan IRE Yogyakarta, 2016),
him. 84.

8 A, G. N. Swart LL.D., Rubber Companies In The Netherland East Indies
(Amsterdam: J. H De BUSSY, 1911), him. 280.
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peraturan Pemerintah Belanda, Perkebunan Kruwuk akhirnya terdaftar di Batavia

dengan nama perusahaan “Kroewoek Estates, Ltd”.
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Gambar 2.1 Peta letak Perkebunan Rotorejo Kruwuk pada Tahun 1912
Sumber: Koleksi Blitar Tempo Doeloe

Gambar 2.1 dalam peta yang tercantum diatas menjelaskan letak
Perkebunan Rotorejo Kruwuk pada tahun 1912. Perkebunan Rotorejo Kruwuk
terletak di kaki Gunung Pisang yang merupakan rangkaian dari Gunung Kelud.
Letak Perkebunan Rotorejo Kruwuk juga berdekatan dengan perkebunan lain,
seperti Ngusri dan Njurang Banteng. Tanah di kaki gunung merupakan tanah yang
subur, karena terkena abu vulkanik dari Gunung Berapi, sehingga peluang besar
untuk dijadikan lahan pertanian maupun perkebunan sangat baik untuk hasil
tanaman maupun hasil panen di kemudian hari. Tanaman perkebunan juga
disesuaikan dengan jenis tanah dan iklim yang ada ditempat.

Perkebunan Rotorejo Kruwuk mulai mengalami kemajuan dengan ditandai
dengan terus bertambahnya jumlah hasil panen. Akan tetapi pada tahun 1930an,
dunia mengalami krisis ekonomi yang disebut dengan zaman malaise, sehingga
berdampak buruk hingga mengalami gulung tikar pada seluruh perkebunan di

Indonesia termasuk Perkebunan Rotorejo Kruwuk. Hingga pada tahun 1942
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pemerintah Dai Nippon (Jepang) masuk di Indonesia. Kaum Belanda Indo
(keturunan Belanda) yang ada di perkebunan wilayah Kabupaten Blitar ditawan
oleh tentara Jepang. Perkebunan Kruwuk yang mulanya ditanami karet kemudian
tanaman karet tersebut ditebang/ dibongkar oleh Jepang untuk ditanami jagung,
jarak dan tanaman kapas.

Pada tahun 1945 setelah proklamasi Kemerdekaan RI, perkebunan-
perkebunan dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, dikelola oleh PPNRI
(Perusahaan Perkebunan Negara Republik Indonesia) sampai dengan tahun 1948
termasuk Perkebunan Rotorejo Kruwuk. Kemudian pada tahun 1949 Perkebunan
Rotorejo Kruwuk dilepaskan oleh PPNRI dan diteruskan oleh para buruh.
Pengurus kebun bernama Moh. Hoesen mengatur tanah-tanah dan tanaman pokok
yang masih ada. Adapun tanah yang sudah menjadi tanman pertanian tersebut
dibagikan kepada orang-orang kampung untuk pertanian, sedamgkan tanah yang
masih ada tanaman pokok karet diteruskan oleh perkebunan.’® Pengelolaan
perkebunan diusahakan secara bedryfssysteem dibawah bimbingan jawatan
perkebunan Sub Perwakilan Kediri.

Pada saat Agresi Militer ke 1l tahun 1948-1949, pabrik di Perkebunan
Kruwuk dibumihanguskan. Orang-orang kebun diperintahkan agar menetap
ditanah pertaniannya masing-masing yang diberikan seluas kurang lebih 0, 500
Ha tiap orang.?° Perkebunan-perkebunan di Blitar pada saat terjadi Agresi Militer
Il diduduki dan dikelola eks. Brigade 17 TRIP Jawa Timur sampai tahun 1950.
Hasil dari perkebunan tersebut untuk membiayai atau sebagai bekal gerilya
melawan tentara penjajahan Belanda. Pada tahun 1950 semua tentara (Angkatan
Bersenjata) turun dari daerah gerilya, kembali ke kota termasuk kesatuan TRIP
Jawa timur. Pada tahun yang sama pula perkebunan-perkebunan dikembalikan

pada pemerintah RI c.q Jawatan Perkebunan Perwakilan di Karesidenan Kediri.?

9 Surat Perwakilan dari Petani Dukuh Sukomulyo Desa Gadungan Kecamatan
Gandusari Kabupaten Blitar untuk Bupati dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Blitar 7
Mei 1984, dalam Koleksi Kantor Kepala Desa Gadungan Blitar.

2 Ibid.
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Pasca Agresi Militer Belanda tahun 1948 (Agresi 1) sebagian besar
perkebunan dikuasai oleh TRIP (Brigade 17) dengan memberikan kesempatan
pada beberapa N.V. untuk mengerjakan kebun-kebun tersebut, waktu itu TRIP
dipimpin oleh komandan TRIP dengan status bahwa, kebun tersebut digarap oleh
warga. Perkebunan itu dikuasai oleh TRIP dengan cara bagi hasil biasanya dengan
cara 60% untuk rakyat dan 40 % untuk kebun. Tidak lama kemudian para
komandan TRIP tersebut banyak yang meninggalkan kebun dengan alasan yang
tidak jelas, sehingga dalam perkembangannya penduduk mengerjakan kebun
dengan apa adanya.

Penguasaan yang dilakukan oleh TRIP dalam perkembangannya digarap
oleh beberapa N.V. atas dasar hak erfpacht dan kemudian setelah Indonesia
merdeka dan keluar UUPA tahun 1960 (LN 104 / 1960) diberikan HGU pada
N.V. pada bulan Desember 1960, akan tetapi tidak bisa digarap langsung karena
masih banyak dikuasai oleh tentara yang meliputi afdeeling-afdeeling.

Pada tahun 1960 keluar UUPA 5/1960 yang berisi bahwa perkebunan
dapat diusahakan oleh suatu bentuk badan hukum (PT) berupa hak guna usaha
(HGU). Satu tahun berikutnya (1961) banyak P.T. yang mengajukan dengan
pengesahan menteri kehakiman yang rata-rata terjadi pada Oktober 1960.
Selanjutnya P.T. baru tersebut mengajukan permohonan HGU atas perkebunan-
perkebunan yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sisa dari
perkebunan yang tidak diajukan biasanya dikuasai oleh pihak perhutani.

Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 1963 mengajukan permohonan
kepada menteri Agraria agar tanah bekas pendudukan Jepang dijadikan objek
landreform. Tahun 1964 Menteri Pertanian Dan Agraria mendapat saran dari
panitia kecil perkebunan di Jawa Timur mengenai kebun self supporting dan
kebun-kebun yang terlantar dan tanah bekas erfaacht. Menteri Pertanian dan

Agraria memerikan keputusan kepusan untuk membatalkan hak bekas erfacht

2 Sholihin Mu’adi, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui
Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)”, Disertasi pada
Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008,
him. 235.
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terdiri dari persil-persil kebun self supporting, tanah tersebut dimasukkan dalam
landreform, dan sisa kebun dari area tersebut akan diberikan hak guna usaha.??

Tabel 2.1
Daftar Kebun-Kebun Self Supporting Daerah Jawa Timur
Area Kabupaten Blitar Tahun 1964

No Nama Kebun Luas Luas yang Letak Tanah
Seluruhnya Diduduki Rakyat
1 Djurang Banteng 326 ha - Kab. Blitar
2 Gondang Tapen 1124 ha 266 ha Kab. Blitar
3 Karanganjar 376 ha 143 ha Kab. Blitar
4  Karang Nongko 276 ha 110 ha Kab. Blitar
5 Kulon Bambang 738 ha - Kab. Blitar
6 Kruwuk 343 ha 262 ha Kab. Blitar
7 Gunung Nyamil 2117 ha 426 ha Kab. Blitar
8 Ngusri 381 ha 80 ha Kab. Blitar
9  Njunjur 474 ha 100 ha Kab. Blitar
10 Pidjlombo 336 ha - Kab. Blitar
11 Petunggombo 248 ha 138 ha Kab. Blitar
12 Rotoredjo 1254 ha 15 ha Kab. Blitar
13 Sekargadung 1043 ha - Kab. Blitar

Sumber: Lampiran SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor.49/Ka/1964

Daftar tabel diatas menjelaskan Perkebunan Kruwuk yang terletak di Desa
Gadungan dalam kolom di atas mendapat urutan nomor 6 dan Perkebunan
Rotoredjo mendapat urutan nomor 12. Dalam kolom tersebut disebutkan bahwa
262 Ha di Perkebunan Kruwuk dan 15 Ha di Perkebunan Rotoredjo telah diduduki
oleh rakyat serta ditegaskan sebagai objek landreform. Pada tahun 1964 petugas
dari Dinas Agraria Kabupaten Blitar mengukur tanah-tanah yang dimiliki oleh
petani seluas kurang lebih 262.000 Ha. Setelah terjadinya pengukuran tanah,
tahun 1965 para petani mendapatkan besluit tanah/ Surat Keputusan Kepala
Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 2 Agustus 1965 dengan nomor 1/Agr/ 13/
X1/ MI-K.36/HM/III. Dalam SK menyebutkan Menteri Agraria memberi hak
MILIK kepada orang-orang yang tercantum namanya dalam lampiran surat

tersebut.

22 Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor: Sk.49/Ka/64, dalam
Koleksi Kantor Desa Gadungan.
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Gambar 2.2 Tanah obyek landreform yang kena SK Menteri Pertanian dan

Agraria No. SK. 49/ Ka/ 64 Tanggal 26 Mei 1964.

Sumber: Koleksi Kantor Desa Gadungan

Gambar 2.2 menunjukkan peta letak tanah yang menjadi obyek landreform
yang kena SK Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 49/Ka/64 tanggal 26 Mei
1964. Tanah yang masuk obyek landreform kemudian dibagikan kepada
masyarakat sekitar perkebunan dengan cara masyarakat tersebut membayar ganti

rugi kepada pemerintah.

Tanah yang ditetapkan sebagai obyek reforma agraria merupakan tanah
negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan dapat
didistribusikan kepada masyarakat. Proses identifikasi tanah negara yang akan
menjadi obyek reforma agraria meruapak tahapan awal paling krusial. Tanah
negara di identifikasikan sebagai bidang tanah yang tidak dimiliki perseorangan
atau badan hukum, sehingga tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara. Tidak

semua tanah negara dijadikan obyek reforma agraria, sehingga penentuan lokasi
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yang akan ditetapkan sebagai obyek reforma agraria haruslah ditunjuk pada tanah-
tanah yang penguasaanya ada pada negara. Menurut Shohibuddin, Jika tanah
tersebut masih disengketakan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Apabila
tanah negara yang akan dijadikan obyek reforma agraria telah digarap oleh petani,
maka mereka harus diprioritaskan sebagai peneria redistribusi reforma agraria.

2.2. Status Tanah Garapan Perkebunan Rotorejo Kruwuk Sebagai Bahan
Konflik

Manusia dalam kehidupan sehari-hari pasti sangatlah memerlukan tanah, tidak
terkecuali ketika manusia nanti pada saat meninggal dunia juga memerlukan tanah
untuk dijadikan makam. Tanah bagi kehidupan manusia bisa dikatakan sangat
penting, karena tanah bisa meliputi dari berbagai dimensi, seperti dimensi sosial,
ekonomi, budaya, politik, produksi dan dimensi pertahanan keamanan. Latar
belakang Negara Indonesia ialah agraris, sehingga tanah bernilai sangat penting.
Tanah berfungsi sebagai tempat dimana warga masyarakat bertempat tinggal dan
tanah juga memberi penghidupan baginya.?® Tanah merupakan harta yang bersifat
permanen, karena dicanangkan bagi kehidupan mendatang dan tidak dapat
diperbarui.?* Oleh sebab itu, manusia selalu ingin memperoleh tanah dan ingin
menguasai tanah.

Perkembangan masyarakat dari sederhana menjadi masyarakat modern
ditandai dengan beberapa tahap, salah diantara ialah dari masyarakat pemburu

dan pengumpul,® masyarakat pastoral®® berubah menjadi masyarakat

2% Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Cetakan
Ke Empat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), him. 172.

24 Abdurrahman, Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria, (Bandung: Alumni,
1980), him. 1.

% Masyarakat pemburu dan pengumpul ialah masyarakat yang cara bertahan
hidupnya dengan berburu dan mengumpulakn makanan dari alam secara langsung.
Mereka masih berpindah-pindah, menyesuaikan dengan ketersediaan bahan makanan
yang ada, karena mereka belum mampu untuk mengolah bahan-bahan tersebut secara
baik.

% Masyarakat Pastoral hampir sama dengan masyarakat pemburu dan
pengumpul, mereka masih berpindah-pindah, tetapi mereka sudah mengenal hewan
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hortikultural,?” kemudian berubah menjadi masyarakat pertanian, masyarakat
industri®® dan masyarakat post-industri.?® Masyarakat pertanian mereka
mengandalkan kehidupan dari hasil pertanian. Mereka mampu mengubah tanah
pertanian yang tidak subur menjadi tanah subur, sudah modern dan tidak lagi
berpindah-pindah. Lembaga sosial mulai bermunculan, seperti lembaga politik,
ekonomi, hukum dan sebagainya. Disinilah mulai muncul penguasaan tanah dan
tanah menjadi sangat berharga yang kemudian menjadi komoditi.

Tanah menjadi komoditi terpenting terutama pada masa Pemerintahan
Hindia Belanda. Dengan diterapkanya sistem tanam paksa sampai munculnya
Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1870. Dimulai dengan pembukaan
lahan-lahan baru untuk ditanami tanaman bernilai ekspor, seperti kopi, tebu,
coklat, teh, tembakau, rempah-rempah dan lainnya. Penduduk pribumi pada masa
tanam paksa mengalami penurunan kemakmuran, selain dipekerjakan

diperkebunan mereka masih dibebani pajak hasil panen.

ternak dan sudah mengenal berdagang, sehingga relatif lebih makmur akan tetapi dalam
masyarakat ini muncul perbudakan.

2T Masyarakat Hortikultural ialah masyarakat yang hidup dari hasil panen, tapi
belum ada teknologi yang diunggulkan. Mereka biasanya membuka lahan dan membakar
hutan. Kerjasama dalam masyarakat hortikultural sangatlah berperan penting, karena
sistem pertanian yang dianut masih sangat tradisional dan selalu berpindah sehingga
tanah belum menajdi komoditas yang harus dipertahankan.

28 Masyarakat Industri ialah masyarakat yang mendasarkan kehidupannya pada
kemampuan mengubah barang baku menjadi barang jadi dengan mesin-mesin industri
dan teknologi. Mereka berperan sebagai programmer operasional. Dalam masyarakat
industri, harga tnah menjadi sangat mahal apabila dijadikan kawasan industri, sehingga
sring terjadi sengketa tanah antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Muncul
masyarakat urban, pinggiran dan masyarakat yang menguasai industri. Sengketa tanah
mulai mencapai titik kritis karena mucul masalah lingkungan.

? Masyarakat Post-Industri mereka mengandalkan pada informasi dan jasa.
Menjual informasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep individualistik
mulai berkembanhg dan struktur masyarakat menjadi lebuh kompleks. Kepemilikan tanah
secara legal formal menjadi sangat penting sehingga hukum yang dipakai adalah menjadi
hukum yang rasional.
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Perkebunan dalam eskalasi konflik®® dengan masyarakat menempati
urutan teratas, terutama di Jawa dan Sumatera, karena ke dua wilayah ini paling
banyak wilayah perkebunan. Di Jawa hampir semua provinsi memiliki
perkebunan berskala luas, khususnya perkebunan yang ber-HGU. Bahkan di Jawa
Timur semua kabupaten terdapat lahan perkebunan dan Jawa Timur menempati
konflik tertinggi di Indonesia.®* Di Kabupaten Blitar misalnya, terdapat 22
perkebunan yang hampir semua bermasalah, hingga tahun ke 12 setelah reformasi.
Persoalan tersebuat belum tuntas bahkan semakin melebar akibat berlarutnya
penyelesaian konflik dan sengketa lahan.

Seperti dalam sejarah singkat Pekebunan Rotorejo Kruwuk yang berdiri
pada tahun 1909. Perkebunan tersebut tegolong perkebunan swasta yang
ditanamin oleh pihak modal asing dan terdaftar di Shanghai China. Perkebunan
Rotorejo kruwuk ditanami karet, kopi robusta, kopi Liberia, kopi hibrida, coklat
dan coco. Tetapi pada masa Pemerintahan Jepang, tanaman perkebunan tersebut
dirombak total kemudian ditanami tanaman yang menunjang untuk bekal
peperangan Jepang dengan sekutu, seperti jarak, kapas dan jagung.*?

Kepemilikan perkebunan beralih menjadi milik negara setelah masa
kemerdekaan Indonesia dan pengelola dari perkebunan ialah TRIP. Setelah
disahkannya UUPA 1960, maka perkebunan bisa mengusahakan untuk dijadikan
PT untuk diurusnya HGU. Tahun 1971 PT Candiloka yang berkedudukan di
Kediri menginginkan Hak Guna Usaha dari Perkebunan Rotorejo Kruwuk =*
842,5455 Ha yang terletak di Kecamatan Gandusari. Tanah yang diinginkan oleh
PT Candiloka ialah tanah bekas hak erfpacht Verp. No. 26, 62, 84, dan 225 terdiri

dari persil-persil Kruwuk 1, 11, Il dan IV di bawah naungan pengawasan

% Eskalasi konflik adalah proses dimana konflik terus tumbuh semakin parah dari
waktu kewaktu. Kemungkinan merujuk pada konflik individu atau kelompok dalam
hubungan interpersonal atau mungkin merujuk pada eskalasi permusuhan dalam konteks
politik atau militer.

% M. Nail Salim, Konflik dan Dinamika Masyarakat Pedesaan Sekitar
Perkebunan: Kasus Tanah Ex Perkebunan Karangnongko, Nglegok, Blitar, dalam Jurnal
Prociding Internasional Seminar April 2012, him. 3.

% A, G. N. Swart LL.D, Ibid.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

Komandan Resort Militer 081 (KOREM). Tanah perkebunan tersebut tercatat atas
nama NV. Kruwuk Estates Limited di Jakarta dan sudah berakhir haknya pada
tanggal 8 Januari 1954, 11 Februari 1957 dan 13 Oktober 1958.3

Gubernur Kepala Daerah TK.l Jawa Timur dalam surat rekomendasinya
tanggal 9 Juni 1973 No.Gub/165/1973 menyerahkan pengusahaan Perkebunan
Rotorejo Kruwuk kepada PT Candiloka yang berkedudukan di Kediri. Panitia
Pertimbangan Perkebunan Provinsi Jawa Timur dalam berita acara pemeriksaan
tanah tanggal 23 Februari 1973 menyetujui permohonan PT Candiloka untuk
mendapatkan HGU atas tanah Perkebunan Rotorejo Kruwuk seluas +569,5475
Ha, sedangkan area seluas + 225,2100 Ha dikecualikan dari HGU. Tanaman yang
disetujui Direktur Tata Guna Tanah Pusat di Jakarta pertanggal 15 Oktober 1975
N0.00075-75F ialah tanaman karet dan kopi.>*

Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar dalam suratnya
tanggal 10 Oktober 1984 No0.050/Team.HGU/Pert/84 memutuskan untuk
mengabulkan permohonan PT Candiloka dan diberi HGU selama 25 tahun atas
tanah Perkebunan Rotorejo Kruwuk seluas + 617,3355 Ha yang akan berakhir
pada 31 Desember 2009. Area seluas +225,2100 Ha dikecualikan karena menjadi
objek landreform dan tidak diberi HGU. PT Candiloka merupakan Badan Hukum
Indonesia yang didirikan dengan Akta Notaris Soeroso, SH di Kediri tanggal 22
Maret 1973 No.21.%

Berdasarkan Konstatering Rapport serta surat tanggal 16 Juni 1995 Nomor
593.4/1012/107.6/1995 dan Nomor 593.41/1014/107.6/1995 Perkebunan

Rotorejo Kruwuk termasuk dalam klasifikasi Kebun Kelas 11.%6 Pada tahun 1997

¥ galinan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.47/ HGU/DA/84, dalam koleksi
Kantor Kepala Desa Gadungan.

¥ lbid.

® 1bid.

% Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 3-111-1998, Tentang Pemberian Izin Pemindahan HGU Atas Tanah Perkebuanan,

Terletak Di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, koleksi Kantor Kepala Desa
Gadungan.
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PT Candiloka mengajukan pengalinan HGU atas tanah Perkebunan Rotorejo
Kruwuk kepada Badan Pertanahan Nasional, pengalihan HGU ditujukan untuk PT
Rotorejo Kruwuk. Pemindahan HGU dari PT Candiloka Nomor 2/ Gadungan,
sertifikat tanggal 19 Desember 1987 atas tanah seluas 557,227 Ha. PT Rotorejo
Kruwuk adalah Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman
tanggal 8 September 1986 Nomor C2-6177.HT.01.01.Th 86. Didaftarkan pada
Panitia Pengadilan Negeri Blitar tanggal 24 Juni 1991 Nomor 41/1991 telah
memenuhi syarat sebagai subyek hak.*’

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 — VIII - 1998, penerus HGU dari Perkebunan
Rotorejo Kruwuk yang dipegang oleh PT Candiloka ialah PT Rotorejo Kruwuk.
Hak atas nama PT Candiloka yang kemudian diteruskan oleh PT Rotorejo
Kruwuk akan berakhir pada 31 Desember 2009. Pimpinan Perusahaan PT
Rotorejo Kruwuk diantaranya Ir. Kwa Ferry Tedjo Kumodo sebagai Komisaris
Utama, Fenny Kumala Sari sebagai Komisaris, Emy Sugianto sebagai Komisaris,
Surya Teja Wijaya sebagai Direktur Utama dan Hendy Teja K sebagai Direktur.
Masa HGU ialah 25 tahun, setelah HGU tersebut habis maka perkebunan tersebut
menjadi milik negara dan HGU harus dihapuskan, serta sebagian lahan dibagikan
kepada masyarakat sekitar perkebunan. Jika ingin memperpanjang HGU maka
harus sesuai dengan PP No 40 tahun 1996 tentang HGU, bahwa setiap penguasaan
lahan pemerintah wajib 2 tahun sebelum HGU habis wajib perpanjang.

Perkebunan Rotorejo Kruwuk telah berakhir HGU pada 31 Desember
2009 dan tidak melakukan perpanjang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Perkebunan tersebut tetap melakukan aktifitas seperi biasanya meski HGU telah
habis. Masyarakat yang melihat keadaan sedemikian mulai resah ditambah
dulunya perkebunan tersebut sempat bermasalah dan melihat keadaan perkebunan
yang tidak terawat serta tidak produktif. Keadaan yang sedemikian membuat

masyarakat mulai berkecamuk untuk mengambil alih lahan tersebut. Masyarakat

¥ Ibid.
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yang tergabung dengan PPKM berupaya untuk mengambilalih lahan + 152 ha
untuk dijadikan lahan produktif guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Paguyuban petani sekitar perkebunan melakukan banyak aksi untuk
menuntut keadilan terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk kepada pemerintah
setempat, seperti BPN, DPRD, Kantor Bupati, Polres agar tanah yang telah habis
HGUnya segera dikembalikan kepada negara dan sebagian lahan didistribusikan
kepada masyarakat sekitar perkebunan. Beberapa kali telah dilangsungkan
mediasi antara masyarakat sekitar perkebunan dengan pihak perkebunan guna
untuk meluruskan dan menyelesaikan sengketa tersebut. Wakapolres Blitar
menengahi jalannya mediasi dan mengabil alih dengan memberi keputusan untuk
pihak perkebunan, yakni menstatuskan perkebunan dengan Status Quo.®

Alasan memberi keputusan tersebut karena mediasi perkebunan dan
masyarakat sudah berlarut-larut tanpa ada hasil untuk keduanya. Status Quo
tersebut bisa dicabut jika pihak perkebunan bisa segera menunjukan SK HGU
perpanjangan atau ada pihak lain yang sah menjadi pengelola perkebunan dengan
membawa SK HGU yang asli. Dalam masa Status Quo, kedua belah pihak tidak
boleh mengeluarkan hasil kebun dalam bentuk apapun. Aryo Purboyo selaku
pendamping PPKM menengaskan bahwa masyarakat rela mundur dari tanah
perekbunan dan tidak beraktifitas di lahan jika dari pihak perkebunan membawa
SK HGU resmi yang dikeluarkan oleh negara.*®

Sebaliknya, dari pihak Perkebunan Rotorejo Kruwuk yang diwakilkan
oleh ET Wibowo menyatakan keberatan, dengan alasan utamanya jika yang
dianggap status quo kawasan penebangan tanaman keras yang saat ini disegel

Polres Blitar, pihak Perkebunan Rotorejo Kruwuk bisa setuju dan sepakat. Pihak

% Status quo berasal dari bahasa latin yang berarti keadaan tetap sebagaimana
keadaan sekarang atau keadaan sebelumnya. Jadi, status quo yang dimaksud disini ialah
status perkebunan sebelum diadakan mediasi, statusnya untuk Perkebunan Rotorejo
Kruwuk ialah HGU telah habis dan pihak perkebunan tidak bisa melakukan aktifitas
dalam perkebunan.

% Mochamad Toha, “ Perkebunan Kruwuk [2] Status Quo, Dinetralkan”, dalam
Forum News Network (FNN), 30 November 2019.
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perkebunan akan merasa keberatan jika kawasan yang tengah dioperasionalkan

oleh pihak perkebunan diberi status quo.

2.3. Embrio Gerakan Protes dan Tokoh-Tokoh Penggeraknya

Konflik merupakan warisan masa lalu dan telah berakar sejak masa kolonial. Pada
pertengahan abad ke 19, kehadiran perkebunan besar yang dikenalkan oleh
pemerintah kolonial Belanda pada akhirnya menuai serangkaian perlawanan
petani di Jawa.*® Gerakan petani pada abad 19 sampai awal abad ke 20 terbagi
menjadi empat golongan, pertama yaitu gerakan melawan keadaan atau peraturan
yang tidak adil. Gerakan ini mucul karena rasa tidak puas terhadap kondisi sosial
ekonomi. Kedua yaitu gerakan Ratu Adil yang bersifat mesianistis. Timbulya
gerakan ini karena harapan-harapan akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi
sebagai juru selamat rakyat. Ketiga yaitu gerakan sekte keagamaan yang bertujuan
mempergiat masyarakat dalam menjalankan kewajiban keagamaan. Keempat
yaitu, Syarekat Islam di daerah-daerah yang mendapat pengaruh Syarekat Islam
sebagai organisasi Islam yang modern.*

Studi gerakan petani tidak bisa dilepaskan dari sejumlah persepektif dalam
menganalisa tubuh dan berkembangnya gerakan petani. Salah satunya adalah
gerakan petani dari perspektif Scottian yang terinspirasi dari studi-studi yang
dilakukan oleh Wolf dan Migdal. Gerakan petani dalam perspektif Scottian
dikembangkan dari studi yang dia lakukan di Malaysia dimana perlawanan petani
merupakan suatu gerakan tanpa organisasi formal dan dipelopori oleh para petani
miskin. Perlawanan dikomunikasikan secara non formal, serangan dilakukan
secara diam-diam dalam skala kecil. Para petani melakukan perlawanan secara

terus menerus dengan melakukan pembangkangan-pembangkangan kecil seperti

0 Syaiful Bahari, “Perkebunan: Rantai Sejarah Yang Tak Berujung”, dalam
Jurnal Analisis Sosial Vol.9 NO.1, 1 April 2004, him. 40.

* Sartono Kartodirdjo, Gerakan Protes dan Ketidakpuasan dalam Masyarakat
Tradisional ( Jakarta: LP3ES, 1977), him. 250.
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terlambat datang, menghilangkan peralatan, mencuri hasil panen, tidak pernah
datang dengan berbagai alasan seperti sakit, acara keluarga, dan sebagainya.*?

Gejolak masyarakat pada pemerintahan Orde Baru untuk menuntut
kepemilikan hak atas tanah tidak nampak dipermukaan, karena rakyat mendapat
tekanan dari sejumlah pemerintahan rezim otoriter,** sehingga masyarakat tidak
berani menyuarakan hak-hak yang dimiliki. Pemerintah pada masa tersebut
berdalih tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan negara sesuai dengan
UUD 1945 pasal 33 ayat 3 berisi tentang bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.**

Gejolak masyarakat untuk menuntut hak atas tanah mulai muncul
bersamaan dengan tumbangnya rezim Orde Baru dan meluasnya jaringan
organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka lebih berperan aktif
untuk membela masyarakat golongan bawah, khususnya kaum petani dan buruh
petani disekitar perkebunan. Tuntuan warga ialah tentang tanah yang dirampas
haknya pada era Orde Baru, sehingga hampir 50% perkebunan di wilayah
Indonesia mengalami sengketa khususnya diwilayah Blitar.

Scott mengungkapkan para petani terancam kehilangan tanah, keuntungan
dan situs sosial karena penetrasi modal besar yang masuk ke kampung-kampung.
Kebijakan pemerintah yang pro terhadap modal besar telah menggoncang struktur
sosial di desa, sehingga para petani melakukan perlawanan. Melalui organisasi
formal, terstruktur, melibatkan resources atau modal besar tetapi perlawanan
bentuk kecil.*> Mayoritas konflik yang terjadi antara petani dan perkebunan lebih

didasari masalah-masalah hak atas penguasaan tanah, bukan tindakan kriminal

2 Abdul Wahib Situmorang, “Gerakan Sosial: Teori dan Praktik” Cetakan 11
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), him. 79.

* Mahfud MD “Politik Hukum Indonesia” Disertasi pada Program Studi Doktor
IiImu Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, 1998, him. 15.

* Lihat pasal 6 UUPA 1960 bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial.

** Abdul Wahib Situmorang, op.cit., him. 79-81.
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yang sering dinyatakan dipemerintah. Konflik antara petani dan perkebunan
sering berakhir dengan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.*°

Di Kabupaten Blitar terdapat 25 wilayah perkebunan (baik yang dikuasai
pemerintah maupun swasta) sebanyak 23 perkebunan yang dikategorikan
bermasalah  (mengalami sengketa). Masyarakat menuntut dilakukanya
pengembalian hak garap dan kepemilikan serta pendistribusian tanah. Tuntutan
tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor hukum, politik,
sosial ekonomi, sejarah kepemilikan dan lain sebagainya. Konflik agraria di
Kabupaten Blitar lebih tepatnya disebabkan oleh perampasan tanah, habisnya
masa HGU, tidak diperpanjangnya HGU dan ditelantarkanya secara fisik tanah
yang dalam masa HGU oleh pihak perkebunan. Salah satu perkebunan yang
bermasalah ialah Perkebunan Rotorejo Kruwuk yang terletak di Desa Gadungan
dan Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Data tabel dibawah ini menunjukkan jumlah sengketa tanah di Kabupaten
Blitar, terutama yang berdasarkan penguasaan HGU. Sengketa dan konflik agraria
di Blitar melibatkan beragam aktor. Pihak yang terlibat dalam konflik Perkebunan
di Blitar diantaranya pihak perkebunan swasta, perkebunan negara, TNI AD, TNI
AU, pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat. Data ini
menunjukan bahwa sumber konflik dan lokasi konflik terbesar adalah berkaitan

dengan tanah-tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dengan HGU.

Tabel 2.2
Daftar Tanah Negara dengan HGU atau lainnya tahun 2010
No Nama L yad Dasar Hak Keterangan
Perkebunan (Masa Habisnya) Sengketa

1 Bantaran 600 ha HGU (31-12-2022) -

2 Banyu Urip 262 ha Erfpacht (24-09-1980) Redis 200 ha
3 Banaran 1.050 ha HGU (32-12-1996) Sengketa

4 Candi Sewu 620 ha HGU (31-12-2012) Tidak ada

% Syaiful Bahari, op.cit., him. 38.
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5 Gambar 898 ha HGU (31-12-2015) Redis 225 ha
HGU (31-12-2000) dalam
Gondang
6 T 1.123 ha pemetapan kawaan hutan dan  Sengketa
apen
P perhutani
Gunung
7 ) 2.132 ha Puskopad (penguasaan) Sengketa
Nyamil
Jurang
8 317 ha HGU (31-12-2009) Sengketa
Banteng
9 Karanganyar 380 ha HGU (31-12-2012) Redis 100 ha
10 Karangnongko 269 ha HGU (2004 dan 2015) Sengketa
11 Eks Korem 100 ha -
12  Kawisari 349 ha HGU (31-12-1998) Tidak ada
13 Kruwuk 423 ha HGU (31-12-2009) Sengketa
14 Rotoredjo 254 ha -
Kulon _
15 955 ha HGU (31-12-1998) Redis 280 ha
Bambang
16  Ngusri 386 ha HGU (31-12-2032) Sengketa
17  Nyuyur 472 ha HGU (31-12-2010) Sengketa
Penataran
18 399 ha HGU (31-12-2001) Sengketa
PTPN XII
Puskopad/ Majapahit
19 Petungombo 433 ha Sengketa
Kencana (penguasaan)
20 Pijiombo 359 ha HGU (31-12-2017) Sengketa
21 Sekargadung 809 ha HGU (31-12-2001) Sengketa
22 Sengon 556 ha HGU (31-12-2011 dan 2022) Sengketa
Sirah
23 423 ha HGU (31-12-2012) -
Kencong
24  Swarubuluroto 609 ha HGU (31-12-2012) Sengketa
25 Ponggok 36 ha Hak Pakai AURI Malang Sengketa
Total Lahan 13.869 ha

Sumber: Kantah BPN Kabupaten Blitar 2010
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Desa Gadungan berada di wilayah kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
Desa ini terletak di kaki Gunung Pisang yang merupakan rangkaian Gunung
Kelud. Titik koordinat Desa Gadungan 112.295234 BT dan 8.013364 LS dan
terletak di ketinggian 100-1.000 Mdpl. Luas wilayah Desa Gadungan ialah
1.540,265 Ha, sebelah utara berbatasan dengan perhutani, sebelah selatan
berbatasan dengan Kelurahan Gandusari, sebelah timur berbatasan dengan Desa
Ngaringan dan sebelah Barat berbatas dengan Desa Sukosewu.*’ Desa Gadungan
terdapat memiliki 7 dukuh atau dusun, diantaranya ialah Dukuh Gadungan, Dukuh
Sandangrejo, Dukuh Sukosari, Dukuh Dawuhan dan Dukuh Sukomulyo.

Bermula pada surat tuntutan pada 7 Mei tahun 1984 dari wakil petani
penggarap tanah bekas perkebunan karet masa Jepang, masa Agresi Militer 11
sampai setelah kemerdekaan. Wakil petani yang penggarap bekas Perkebunan
Karet Kruwuk ialah Supadmo, Suwoto, Soma Ugu, Arjowagimin, Wirkatimin.
Mereka semua berasal dari Dukuh Sukomulyo Desa Gadungan.*® Para petani
menginginkan tanah yang telah diberikan hak pada mereka bisa digarap kembali.
Dalam surat tuntutan tersebut menceritakan awal mula mereka menggarap tanah
perkebunan. Awalnya pada Indonesia sudah merdeka, tanah bekas jajahan Jepang
dikembalikan kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian dikelola oleh TRIP.
Seseorang yang bertugas di Perkebunan Rotorejo Kruwuk bernama Moh. Hoesen,
dia bertugas untuk mengelola perkebunan, mengatur tanah-tanah dan tanaman
pokok yang masih tersisa.*°

Tanah-tanah yang telah menjadi tanah pertanian kemudian dibagikan
kepada masyarakat untuk tetap dijadikan lahan pertanian, sedangkan tanah yang
ada tanaman pokok seperti karet, tanah tersebut masih diteruskan oleh pihak

perkebunan. Pada saat terjadi Agresi Militer Belanda, pabrik yang terdapat di

" Potensi Desa dan kelurahan Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten
Blitar, 2016. Koleksi Kantor Desa Gadungan.

% Surat Dari Perwakilan Petani Penggarap Tanah Bekas Jajahan Jepang yang
Ditujukan Kepada Bapak Bupati Dan Kantor Agraria Kabupaten Blitar, 7 Mei 1984.

“ Ibid.
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perkebunan dibumihanguskan, sedangkan orang oramg yang menggarap
perkebunan dipertahankan agar tetap menetap di area perkebunan dan masing-
masing orang diberikan tanah seluas + 0.500 Ha.>°

Pada tahun 1958, perkebunan mulai dirintis kembali kerja sama dengan
pihak petani denga sistem koperasi dengan cara bagi hasil. Petani yang
mempunyai tanah sebagai pemilik dan pihak perkebunan membiayai. Tanah
garapan petani seluas + 49.000 Ha. Berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria
Djawa Timur tahun 1965, petani yang menerima tanah harus mengganti rugi
kepada negara sejumlah Rp. 4,100 dan harus dibayar lunas selama 2 tahun.
Pembayaran bisa dilakukan angsuran 2 kali tiap tahun dan paling sedikit seperdua
dari jumlah yang harus dibayar.>*

Penerima tanah wajib mengusahakan sendiri tanah pertanian secara aktif
dan wajib berusaha menaikkan hasil tanaman setiap tahunnya sebanyak yang telah
ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah. Tanah yang diberikan tidak boleh
dipindah tangankan kepada orang lain, kecuali telah memperoleh izin dari Kepala
agraria daerah. Tanah yang telah menjadi hak milik telah didaftarkan menurut
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan kepada penerima akan diberikan
sertifikat oleh kepala kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan. >

Pada akhir tahun 1966, sebagian tanah pertanian dicabut oleh pihak
perkebunan secara paksa, selain itu bukti pembayaran atau kwitansi dirampas juga
oleh petugas perkebunan. Perampasan tanah perkebunan dilakukan dengan cara
para petani dikumpulakan dikantor perkebunan kruwuk dan pada waktu itu
didatangi oleh petugas Kecamatan Gandusari dan selanjutnya orang-orang
tersebut disuruh menyerahkan tanahnya kepada pihak perkebunan, jika tidak
orang-orang yang dikumpulkan tersebut akan diambil tindakan. Perincian tanah

perkebunan yang seharusnya menjadi milik petani seluas +262,000 Ha

% 1bid.

L Kutipan SK Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur No./Agr//3/XI1/111-
K.36/11M/111, Surabaya 2 Agustus 1965.

> 1bid.
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berdasarkan SK Menteri No.49, sedangkan tanah yang terdaftar dalam buku induk
pajak di Desa Gadungan baru seluas £213,000 Ha. Jadi tanah yang dicabut oleh
pihak perkebunan ialah 262,000 — 213,000 = 49.000 Ha.>®

Adapun surat tuntutan yang kedua pada 16 September 1998, di tengarahi
oleh tidak adanya respon dari pemerintah pada surat pertama tahun 1984. Surat
tersebu ditujukan kepada Bupati, dengan permohonan penyelesaian tanah obyek
landreform di Kruwuk. Dalam surat tersebut menegaskan tanah garapan petani
sudah diredis oleh tim agraria, tetapi belum selesai dan sudah membayar ganti
rugi kepada pemerintah lewat bank negara, dan tanah tersebut masih ikut di
tengah-tengah perkebunan.

Baru pada 7 April 2000 mendapat respon dan diadakan rapat antara
Eksekutif, Legeslatif, perwakilan masyarakat Kruwuk dan perwakilan Perkebunan
PT Rotorejo Kruwuk. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan diantaranya:>*

1. Peserta rapat sepakat menerima dan meneruskan tuntutan masyarakat
untuk mendapatkan kembali tanah bekas garapannya yang dalam area
HGU.

2. Mendapatkan inventarisasi tanah dan bekas perkebunan, bekas tanah
garapan warga diarea perkebunan PT Rotorejo Kruwuk oleh panitia desa
beserta pihak pemegang HGU.

3. Pihak legeslatif dan eksekutif bersama perwakilan warga masyarakat
pemegang HGU meninjau lokasi dan memberi batas pada tanah bekas
garapan warga, yang pelaksanannya Sabtu 8 April 2000.

4. Apabila pemegang HGU tidak mengindahkan/ tidak kooperatif terhadap
upaya penyelesaian tuntutan warga, maka segala akibat yang timbul

menjadi ganggung jawab pemegang HGU.

> 1bid.

> Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Antara Eksekutif, Legeslatif, Perwakilan
Masyarakat Sekitar Perkebunan Kruwuk Dan Perwakilan Perkebunan PT Rotorejo
Kruwuk.
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Setelah adanya rapat dengar dengan para anggota legeslatif, eksekutif dan
dari pihak perkebunan, para petani yang berada di lingkungan perkebunan merasa
jalan yang telah ditempuh mendapat titik terang, sehingga bisa diproses lagi untuk
tanah yang menjadi obyek land reform. Akan tetapi masalah kembali mencuat
ketika masa HGU dari Perkebunan Rotorejo Kruwuk telah habis masa sewanya,
yaitu berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Perkebunan yang telah habis masa
HGU maka perkebunan tersebut akan menjadi perkebunan milik negara.

Pihak dari Perkebunan Rotorejo Kruwuk tidak menjalankan perpanjang
masalah HGU, akan tetapi pihak perkebunan tetap mengelola perebunan meski
masa sewanya telah habis. Masa HGU itu berumur 25 tahun dan dapat
diperpanjang jika dari pihak Badan Petanahan Nasional mensetujui
diperpanjangnya HGU. Disinlah mulai terjadinya aksi-aksi petani yang menuntut
akan ketidakadilan mulai dari tanah yang masuk di obyek landreform tetapi
sebagian tanah tersebut tidak diberikan kepada petani, luas tanahnya sekitar
49,000 Ha. Ditambah lagi dengan habisnya HGU milik perkebunan yang tidak
diperpanjang tetapi pihak perkebunan tetap mengelola dan mengasilkan panen.>®

Tanah eks Perkebunan Rotorejo Kruwuk yang dijadikan obyek reclaming
terletak di dua desa, yaitu Desa Gadungan dan Desa Sumberagung. Setelah
berakhirnya HGU perkebunan tersebut, masyarakat sekitar perkebunan khususnya
yang masih memperjuangkan hak tanah mereka gencar melakukan aksi reclaming
di lahan bekas perkebunan. Untuk mewadahi gerakan tersebut, masyarakat sekitar
perkebunan membentuk organisasi beranggotakan para petani tunakisma yang
bernama Paguyupan Petani Kelud Makmur (PPKM).

PPKM diketuai oleh Pak Sulistyono, organisasi ini dikelola guna
menampung aspirasi masyarakat terutama masyarakat sekitar Perkebunan
Rotorejo Kruwuk. Organisasi PPKM juga mengkoordinasi agar terhubung ke
pemerintah agar segera di distribusikan tanah bekas hak erpacht. Organisasi inilah

yang mempelopori tuntutan atas tanah bekas Perkebunan Rotorejo Kruwuk.

> Wawancara dengan Fitoyo Hariyadi selaku wakil ketua PPKM di Blitar,
tanggal 29 Maret 2017.
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Perjuangan PPKM tidaklah mudah, beberapa tantangan dan ancaman sampai
penangkapan warga karena dituduh “menyerobot” lahan perkebunan, salah
satunya yang ditangkap ialah ketua PPKM dan beliau dijebloskan kepenjara.®
Untuk memperkuat PPKM, mereka bergabung dengan Paguyupan Petani Aryo
Blitar (PPAB) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). PPAB ialah organisasi
yang menangani konflik agraria di wilayah Blitar, sedangkan KPA adalah

jaringan organisasi petani di tinggat nasional.

% Wawancara dengan Agung Prasetyo selaku Kepala Dusun Sukomulyo dan
Anggota PPKM di Blitar, 5 Mei 2017.
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BAB 4
KESIMPULAN

Permasalahan diperkebunan muncul dikarenakan perubahan kepemimpinan.
Mulai dari masa Pemerintahan Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde Baru dan
Reformasi. Perubahan kepemimpinan dari masa kemasa inilah yang menimbulkan
sengketa tanah perkebunan dengan berbagai golongan, baik dari golongan
pemerintah dengan pihak perkebunan, golongan pemilik perkebunan dengan
petani, golongan pemerintah dengan petani, golongan petani dengan petani, dan
masih banyak lainnya.

Orde Lama yang mencita-citakan Sosialisme Indonesia berupaya
mewujudkan dengan mencanangkan kebijakan pemerataan kepemilikan tanah atau
Landreform dengan alasan sebagian besar masyarakat Indonesia ialah sebagai
petani. Selanjutnya pada masa Orde Baru, pelaksanaan program landreform
banyak mengalami penyimpangan, hal tersebut dikarenakan perbedaan
kepentingan antara pemerintah dimasa Orde Lama dengan Orde Baru mengenai
pertanahan. Pada masa Orde Baru, pemerintah membuka peluang besar terhadap
pemodal asing atau pemodal swasta, dengan tujuan menghasilkan uang dan
meningkatkan devisa negara.

Sengketa tanah antara Perkebunan Rotorejo Kruwuk dengan petani Desa
Gadungan dan Desa Sumberagung merupakan dampak dari perbedaan

kepentingan kepemimpinan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan

79
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Agraria No. Sk.49/Ka/64 tanah bekas hak erfpacht yang terdiri dari persil-persil
kebun selfsupporting dimasukkan kedalam landreform. Tanah yang diberikan
kepada kepada masyarakat Desa Gadungan sebesar 262,000 Ha dari Perkebunan
Rotorejo Kruwuk.

Pada masa Orde Baru, pemerintah memberikan kebijakan baru mengenai
pertanahan yang dimuat dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa
Timur No//Agr/13/X1/111-K.36/IIM/I11 tahun 1965, dimana penerima hak tanah
diwajibkan mengganti rugi kepada negara paling lambat 2 tahun setelah tanah
tersebut didistribusikan. Akan tetapi setelah melakukan pembayaran ganti rugi
kepada negara, bukti pembayaran dari Bank tersebut disita/ dirampas oleh petugas
perkebunan. Pada akhir tahun 1966, sebagian tanah yang masuk objek land
reform dicabut oleh pihak perkebunan secara paksa. Bilamana jika masyarakat
sekitar perkebunan tidak mau menyerahkan tanah tersebut maka akan diambil
tindakan. Tindakan dari pihak perkebunan merupakan penyimpangan terhadap
pelaksanaan pendistribusian tanah, yang diawali dengan pola sparadic dan
cenderung menggunakan unsur kekerasan.

Disinilah  mulai terjadinya ketidak selarasan yang mengakibatkan
timbulnya konflik antara masyarakat Desa Gadungan dan Desa Sumberagung
dengan pihak Perkebunan Rotorejo Kruwuk. Masyarakat sekitar perkebunan
mulai menuntut ketidak adilan yang dilakukan oleh pihak perkebunan. Tanah
yang seharusnya menjadi hak milik petani menurut SK Menteri No.49 kurang
lebih seluas 262,000 Ha, kemudian dicatatakan dalam dalam buku induk pajak
seluas 213.000 Ha. Jadi luas tanah yang dicabut oleh pihak perkebunan tersebut
seluas 49.000 Ha. Jumlah tersebut yang dituntut masyarakat sekitar perkebunan
untuk dikembalikan kepada masyarakat.

Gerakan protes petani mulai digencarkan ketika Hak Guna Usaha milik
Perkebunan Rotorejo Kruwuk telah habis pada tanggal 31 Desember 2009. Faktor
utama terjadinya protes petani kepada perkebunan dikarenakan pihak perkebunan
tetap mengelola perkebunan meski HGU nya telah mati. Warga yang bergabung
dengan kelompok PPKM mengadakan tuntutan kepada pemerintah setempat,

seperti ke kantor bupati, kantor DPRD. Mereka menuntut hak atas tanah land
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reform yang belum diberikan sebesar 49.000 Ha dan menuntut pemerintah untuk
mengambil alih HGU dari lahan perkebunan yang telah mati, selain itu petani
menuntut keadilan karena mereka yang menanami dan memanen hasil dari tanah
obyek landreform ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara, dengan tuduhan
telah mencuri hasil panen milik perkebunan.

Untuk menyelesaikan konflik agraria antara petani dengan pihak
Perkebunan Rotorejo Kruwuk telah dilakukan mediasi pertama dengan kedua
belah pihak pada tahun 2000, yang mengasilkan pihak petani penggarap tanah hak
milik bisa melanjutkan tuntutan untuk mendapatkan kembali tanah hak mereka.
Beberapa kali juga telah mengajukan surat ke BPN Jawa Timur sampai
mendatangi BPN Pusat di Jakarta untuk memperjuangkan tanah yang seharusnya
menjadi milik mereka. Meskipun sudah mendapat restu dari BPN Pusat untuk
mendistribusikan tanah ke masyarakat sekitar, tetapi sampai sekarang kebijakan
tersebut belum juga terrealisasi dan pihak perkebunan masih saja menggarap
lahan perkebunan yang telah mati HGU nya.

Dampak adanya pemberontakan petani terhadap Perkebunan Rotorejo
Kruwuk diantaranya ialah pihak petani tidak bisa menggarap lahan yang masuk
dalam obyek landreform, petani juga dirugikan secara tenaga dan material karena
ada beberapa dari hasil panennya dirampas oleh oknum perkebunan, dan yang
paling parah ada beberapa dari pihak petani yang difithah mencuri hasil panen

kemudian dijebloskan kepenjara.
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Lampiran E

Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.47/

Menbace

it

A N

HGU/DA/84/AI20

(Arsip Kantor Desa Gadungan)

DEPANTEMEN DALAM MNEGERI
REPUBLIX INDONESIA

SALINAN Surst Xeputunan Manteri Dulas Yegori
Nomer + SK. 47/MCU/DA/84/A/20.

MENTERT DALIM MEGERIY,

1. Surat permohonsn tgl.%«3-1966 Mo, 038/CL/II1/1588 dasi PP, Candl
loks berkedudukan 41 Kediri, yasg b koud sgar § daryn e~
pot diberikan perpanjangan waktu untuk nendaftarikan Hal: Guna
Usals wtes tanah perkebunan Eotesejo-Kruiwuk, seluas s 617,33%3
Ho, terlotek 41 Xecamatun Oaidusari, Kabupaten Biita¥, Frepined
Jawa Timur ysng sesula diderikan & n Suret Xeputusen Menter:
Dalam Negeri tgl,18.12-1984 ¥o.5k.47/HGU/DA/84:

2. Surst Oubarnur XDH T, T Jaws Tipur Kepala Divektorst Agrari:
Frapined Java Timur 151,10 Maret 1905 No.593.41/5908-4/220/14f

Eurat Xoputysen Nenteri Palan Negerl tgl.i6-312-1584 Wa,.Sk.s7/M5
/ey .

+ s Bahwa naspe. 'bnn waxty yang ditentuean Hak Ouna Usaha sver oo

nah perkebunian Rotorelo Kruwux, seluss = 617,35%% Ma, terletal
4L Kecematan Candsuri, Xabupetes Bliter, Propinai Jaws Tisear,
yang diberiken kepeds P7,Cendiloka berkedudukan 41 Kedirs tgl.
19-12-1584 No.Sk.47/HCL/DA/B4 ternyrta belun didafsarkan di Ta:
tor Agraria Eadupaten Blitar
Bahva penerina hak sudah molunasl peatey uang p jean ko ~
pade Mogara dan uang pemasulan kepada Hegerm untuk pelakssnos:
landreforn, sebegeinans tercantus dalan Surst Tands Setoran daxi
Eantor Xus Negara 41 Kediri tg51,16-7-1985;
2, Dahva Gubssrur KDH T%.I Jawa Timur eg Kepals Direktorat Agraris
Drepinal Jeva Timur dalan hnhg:st.n.w Moret 1586 No,593.41/

n

5304-4/320/196€ pada prinoipays k keteratan terhadap perna- '
Fopan perpaniengan jangko vaktu perdaltaran Hak Guna Usaba stsr

tanal pecrkebunan flotorcic Kruwuk stas ness Pr.Candiloks borked:

dudears 41 Kediry)

Sahwn bordanaricon Ral-lal yeng diurailkes di otas, dipandang poels

witdk menberikan pecpanjongen waktu pendoftazan HaX Cuna Usaba

asas tonah parkebunan Motorejo Krwwuk seluss s 617,355 Mo, tey bvais
lutali 14 Kezavatan Candusari, Kabupaten 311sar, Propinel Jawa g AL
Tirvur, ates nans PT.Candlloke berkeduduMan 41 Kadiri kopada Kan- 49000
o7 Agraria ¥abupoten I3litar,

|+ Undeng Undang l'skok Agrsrie (UU Mo.% th 1960 L Ho,304 th 1860);
Vo Voraturan Menteri Uslas Hegori Ye.6 tahun 1972 o
Fersturan Menter: lalen Mogor: Mo.5 tahun 197y
3. Vsreturen Menteri lalen leger: Na.l tahun 19753
4. Foretursn Menteri Delanm Moger: Sa.3 sahun 1977,

nEMNUTUL LAY

i loriken hopads PT,Candiloks Berkedudukarn Al Kedivi, perpenjas
velitn zoltans § (eﬂlns bulen terhitung sojek tengge) ditotapksnnyo
vor ¥oputusan inl, sntu . msundsftarkan kopado Kantsr Agrorie Wab.
u Blitor Mak Cuss Usohs etaa tanah perwebunan Rotorejo Kruw,
2 617,33%5 Ho, scrietak AL Xocamatan Cardunari, Kolupatan
ar, Propinsl Jova Tiouv, vang diberikesn Lordasarksa Surat Ly -

stuzan Momtors Dalon Nepord ). 38-12-1504 e, Sk, @ 2/1GU/ D0 /6t ’

1o+ 37 3L T N oed
e
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DU t Untu vrpar jengan waktu aftaran Hak Cuna Usahs tovrsebut,
B r;;:kﬁikrg:n: Ug:'nn (W.Oﬂickc) diva Jiblan sicoboyar l;':x'ﬂli_n_ v
wntuk mats angaaran Direktorat Jerderel hgraria Dapartesen Lalsm o
gorl yang harus disctor ko Kas Negera sotempas yaitu :
0. Yang biays administresd sobesar Rp, 10,000, - (wepululi piby U]
U, Yang edainistrass witulke pelakoanaan Landrofui gobevar p.han
(1ime rivu rupiah).

ERTICA + Yurst koputusen ing aken diubah dan diporboiict porta Hatuy seotall
Gpebila komudian ternyata tordapat kekediruan i Salen penetape:

SW_:;‘U};S DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA Pada tangenl ¢ 3-6. 1506

eI

j JISALIN SESUAT LENGAN ASELINYA DITETAPKAN DI JAjANTS
LA

A M. MENTERT DALAM NEGEN:
DIREXTUR JENDERAL ACRARIA
PELAKSANA 1AM 1AL

t.t.d,

FROP S PATULI T, M
0 3

- }
SALINAN Surat keputusen ing disadpaiican kopada

1. Monters Dalam, Negori dy Jgkarta,

2. Monter: Pertanien di Jakarta,'

3. Menters Tenags Keria di Jakarta, ¢

4. Divektur Jendoral kobwian di Jaksrta.

5s Direktur Jendorsl Bins Dap,Teragn Kerja a4 Jakarta,
6. Bagan Posorikos Keuangan dg Jnhrsa.

7o Direkitur Tata Guna Tanah Ditjen Agrarie af Jakarta,

12, Xepala Bire Hukum Dep.Dalan Voger: Jakasta,
13, Xepala Bixe Kouangan Dop,Dalem Negeri di Jakarta,
14, Toam Fertinbangan Hak Guna Usaha Perkebunor Besar
4/3 Dirextorat Jonderal Agrevis i Jakarta,
15, Cubernur KDY Ti.T 2q Kopala Diroktarse Agraria Propinst Jawa Timur
42 ESurabeya,
16, Fopala Dinas Porke>unan Propinst Jave Timur ai Surgbaye.
17, Kopalo Subdit Hak vune Ugaha Ditgon Agraria di Jakarte,
8. Kepala Dagian Keuangen Ditjen Agraris 44 Jakaza,
19, Xopala Kantor Kan Nogara di Kediry,
20, Bupaty Xepola Dmerah Tic,IT Slitar 44 H1itayr,
21, Xepalo Kantor Agraria Kabupaton Blitar ci Blitar,

WW%?,_H Surat keputusan ini divoriken kopedn ;

« Candiloka borkedudukan a4 Kedirs, Jengan persntoresn Cubarnus Ko! 1.4
¢q Fopala Dirextoras Agreria Propingl lawa Timur 4f Surabaya ungul Qiperane.
nsken sebogaimana Destinys,

.
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Lampiran F
i i : SK.47/
Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.4
HGU/DA/84 (Arsip Kantor Desa Gadungan)
DEPAR ' VEMEIY DALAM NEGERI
FNEFLIHLIN INDONESIA,
nteri Dal Negeri
e S e R R g e e
MENTERI DAZAM NEGERI,
liebtann { % Surat permchonan tE1.26«9=1971 No.B.05&/1977-= gdan -

tR1,18=6-1974 No.B.IBS/Perk/N1/197% davi Pr. CARDIIC
KA berkedudukan dai Kediri, vang bermacsud untuk uan-
dapatian Hak Guna Usaka atas tanan Pariiebunan fetaor
o-Kruwuk, seluas X B42,5455 Ha torletai di Keenratay
undusarg, Kabuyas®n Blitar, Prop. Jawa Tiuur,
2+ Risalah Femeriloaan Tanah yang dibuat olelh Panitia Pe
mcr%ku;;g Tanah (i apitis B) Propinst Jowa Tinur tgl.-
:'3- -1 e
& 3. Surat Keferanin. Pendaftaran Tanan (SKPT) dari Kepals
Kantor agrari: Kaltupacen Slitar/Seksi Pondaftaran Ta-
Nah $G142%-2=-19%5 115,112 dan N0.116/1974 dqn trl.30-3
1970 Hea129/9G%4 .
e JUlat Gubornur Kubala Davrah TK.I Juwn Titur tgl.9-&-
1975 lioyor: Gub/165/‘l9‘73,
Fatwo Tata Guna Tanah dari Diroktur Tata Guna Tanah
di Jakarta $61.15-10-1995 no. 00075-7cF,
=+ Surat Bupati Ke ala Daorah TK.IT Blitar tEl.26.9-9979
Houor: 81?/8/1931. b
T. Burat Gubornur Kepala Daerah Ti,1 Jowo Pimur og, Xepa
13 Diraktorat Agraria Prop.Jawa Timup TElitbauigys o
uo.DA./D-z.I/5“03/75.
Surat Tean Pbrtimbanggn Holt Guna Usaha Porkebunan Bo-
sar di Jakarta tzi.s 10-1984 Ro.050/Teoim. 116U/ Port /50

o
.

Meadinbans a

E
&
£
2
o
]
g
=
&
§
l
g
3
3
;

belkas hak erfpacht Vorp.No.26 62, 84 dan 225 ynn -
) turdiri dapcd poreiy- ’°§2§§ iKFuwak T, 170 131l ov]
ya e Ha torcatat atas naua v,
Kruwuk Estates anito& di Fakarta ya telah borakﬂir

23;3’0 Pada tal.a-1—19§4, t51.11-2-9987 dan tgl.13-10 '
U+ Bahwa perkobtunan tersebut getolah Proklamasi Xon -
kaan RI, diguhil alih oleon Penerintan d:ﬁ’d:ugggugg:h
Pugat Perkebunan Negara (FPN). Kenudian poda Th. 1959
Silepaskan dan Pongusaaanmyn ditorusicns olch para gy

Yingan Jawatan Poricebunun Subd Porkawakilan .
l--\c_‘!.'n Th« 1965 |ony \isaha perkobunan Lersuyut F:girén— -
030,05, PRI sOhiugis sejak Th .9966 kobuy teruobut 41
::gsﬁ g: gzzzggnkgi:ngoxﬂaaort Militer 084 { KOREN
e 5 i B c{h.1".’f§‘§‘.‘$«°,?f-".‘3f.’f.’-f-‘,‘,‘§. T
PO aan Sanedligey Gleh FEVMELRADA Jawe S TATTES tag
udbun tersebut dicabut dan selanjutnyn uigirnﬂxannng
ﬁfdi Gadbungan Koporagi Pogawai Kegeri Jawa Tiuus,

) - Eahwa Guberaur Kopala Daeral: .1 Jawa Tiwur dalan gy
r:CIRCROuondaax:wn Ll 0u6~1973 no.Gub/1Q5/1G7§ aenye
Tahkan sengusahaan i¢rkebunan Jurang famtog,: kupnga-
SAaCandilukn Yuns berfred idukagy s Kedipd,

o S LA PO


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

Hengingat

97
. v

e et 5
< & if. .

e B S 6l { |

RN E R ~/(- _'.»{7 1)
vy - ‘ (¢ ' it
LIRS, s : ER

s 3

0. Bahwa Panitia Pertimbangan Perkebunan Propinsi Jawa
Timur dalan Derita Acara Pemeriksaan Tanahnya tsl.2
2-1973 berkesimpulan wenyetujul pormohonan PT.Candi
loka untuk rendapatkan Halk Guna Usaha atas tanah Pe
kebunan Rotorejo = Kruwul seluas 4 56%,5475 Ha, ser

! areal goluas iiaas,.z-noo Ha ¥Bng!uerupakan arca}
pe gg;llkan rokyat kecualikan dari-pemborian nak g
na usaha. Py

f. Bahwg Direktur Tate Cuna.Tanmah Pusatidi Jakarta dn-
lan fatwanya tgi.15-10-4975 No.00075-75P dapat meny:
tujul fongunh«un perkédbunan Rotorejo-Kruwulk oloeh PT,.
Candiloka untuk ctanauan Karet dan Yopi. ' KE

€. Bahwa Bupati Kepola Daerah Tk.IT Blitar dalan suraf
Fe ataannya tgl.24-9-1971 No.B817/8/1971 Lenyataka,
tidak' keberatan ;gnbun Parkebunan Rotvorejo-izuwuk +
diugshakan oleh « Candiloka.

h. Behwa Gubernur Xepals Daerah TkK.I Jawa Diuuz Ugelop
-la Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur dals. Gurat |
nya t:l.‘l“—“-ﬂ?‘ﬁ No.D 2,1/4803/75 pada prinsip K
nya tidak keberatam apabila kepada PT.Candtloks die

hak guna usahs ates & pPerkobunan Rotorsjs
" Kruwuk seluas + 617,33%5 Ha so aresl selues ~
22542100 Ho yang lomgam Obyek Landrofon dikesuat

5 tlmn dari pemberian hak guna usahal

i.YBahwa Toan Pertimbangen Hsk Guna Usaha Jorkelunan f
sar dalonm eurntaya tEl.40-10-1984 No.050/Tu .. 'ful /

. Pert/B4 mevutusikan ubtuk wonyampailan joetiiio.e i
_kepada Mentori Dalam MNegori dam Mentari |4 ec iiqap 3
gar poranohonan PT.Candiloka dikabulkur dopnr cio 1t
¥an hak guna usaha Selama 25 (duapulul i 4o s
Las-tanah puriebunan Rotorejo-Kruwuk sclusu - ;
£ 61‘?.33?;)“ sedang aroal soluas a4 225,2100 07 soos

2 Obyek Landrofoms dikesUalikan duid  obies

" an hak guas usaha. z

Je Bahwa PT.Candiloka adaleh Badan Ikl Trdonoris » oo
didirikan duncan Akta Hotaris 8o0roRo, &H 4L Kodizi
Sel.22-3-1973 Ha.21, diwbah dan dipesbaini . oo.: |
6 YANE OALNA E(51.5«11-1973 10,5 §o.f tigl.0eie 100 "
7y disahknn qongan Surat Xeputusan Ment. i - ody 4
HeTo EE1.22=11-9973 O YWl /406/8 dan cidnls
?‘L"'_ﬁ:u:or laniadilan Nogord Medird tgl.l-1-7 70 @ -yl

4, :

k. Bahwa hordnuarkan hal-hal yang giursilan =i (as Lt
sosuni dengan kebijakeanaan Pomorintal ol $381
EXonond Foubhaugunun, sakn (ldpandan cukup Lotzlnga:
untuk wvberdhan hak gunn usalia selass 25 22 o
da £r.Cundiloha neas Canak porkebugan Rovoss-: s
wuk dcluas + (17,3555 lid wodang arsal s.lun =
225,2100 Hn" ynugs. Bevupakan Obyek Landrefor: 2:T.c.--
likan dnrd purborian hak sune usahd.

4y Lndang Undaey: lokok agrarin ((Usdang Undang 1o, 1o
160 « LI Loe 104 Sahun 19300 .

e surdatural. Houbori agraria do.40 Th 186G Jo. 54 rt.'.;‘
Houtori Daliw fegeri No. 7 Th, 1968. =

4. leraturan Nonbori Fertanian dan AgTarin o, 11 T, 'CiAs
dve Noe? Th, 1904 yang,tolah diuboh duptni §wisiia s

fvraian Hontded Dal-ud Nogexd don Houteri |y il i

Lzl o iMmdi= 10 2] Ti0 oty Mo 1909 daa Hoed/ivpl A /o s o
¢ iwraruran Hontord Dolan Bogerd to. O Vb 1o,
ge Pexavuriad Koptord Dalalt Nogerd NMo. 1 taoun 1974, 1
G Peraturnn Manterd Dalam Negerd No. 2 gaaup 1778 M
Poraturan Hoenberd Dalam Nogord No,42 talun 1ove.' |
7. Reputusan Preeiden No.32 ‘DR.‘I 9 Jo. Tryrucuenan fon=1

cord Dalan 'y 18 oo The 1979, \A’m“‘; o

-

Nl -

b3
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guctupkan:

TERT A

=

=

KETIGA

: Mopborikan kepada PT. CANDILOKA berkedudulcar di Hudisr

~§§2e3555 Tia torlotak di Kecamaten Gandusari, Katupal:n
3

- % -

T EMUTUSEK AN :

¢ Munagaskan telan berakhirnya beltas hek Trefpacht Verp.lo.

cC, &2, B4 dan 225 persil-persil : Kruwuk I, II, II7 dan
1V avas tanah Perke Rotoreojo=Kruwulk lyas sslurunnyn
+ B42,5455 Ha terletak di Kecomatan Gandusari, Kabupotan
Blitar, Propinsi Jawa Tinur yong memirut Surat Ketorans-
an Pendafteran Tanah dari Kepala Kantor Agraris Kab. 31i

- tar/S8exsi Pendaftaran Tanah tgl.2B8-2-1974 No.112 dan lio.

116/1974 £g1.30-3=1974 No.121/1 tercatat atas naup HV
Kruwuk Estates Limited di Jal a yang tolah berakhir =
halknya pada ££1.5-1-1954, tEl.11-2-1957 dan tgl.13-10-58
sehinsga sojak snat itu nenjadi tanah yang dikuosai lang
sung oleh Negara. .

Menginstruksiken Xepada Bupati Kepala Dacrah 78.1I .=
Kepala Kantor Agraria Kabupaten Blitar/Seksi Tzndnftaran
Tanah untuk menghapus dari Bulu Tanah bekas halt Fripacht
Verp.No.26, 62, 84 dan 225 tersebut pada diktu. PERTALL
dan selanjutaya mencatat Sobagal tanah yang dikuscal long
sung olich Negara,

Y
-

1

4
halt guna usaha atas tanah Perkebunan Rotorejo-irwrul te
gehut pade diktwa PERTAMA surat keputusan ini, Juas

I

(T3]

ar, Propinsi Jawa Timur, dengan syarat syarat dsn ke
tontuan-kKetentuan sehagai berdkut :

1. Tanerina hal muna nanha tunduk padn dan diwajinkan -
untult menenuhi Ketentuan=2 foraturan Menteri Poxy nni
an dan Agrarie 10.11 h.1962 Jo. No.2 Th.1964, yang
telah diudbah dengan Peratuwrah Bersama Menteri Dalau=
egeri dan Mentori Pertaninn tgl.20-8-1969 No.2 Th.
1963 dan tlo.2/Pert/01/B/1969.
2« Luas yong pasti dnai honash yang diberikan dongan ilak
Gunaluuahn ini 1knnld&un:tukan u°?“d§“§ :;:gnn7gu:n;
on ol Kantor agraria Kab. ar/Soks
g?aa“fg“rﬁkuiﬂﬂﬂs}nizcktorne Asrarin Propinei Java =
Tinur. 3 "

3. apabila di dalai areal tanch yang diberikan dengan -
nak guna usaha ini ternyata to at peondudulcan/peng
garapan rakyat secars menctap yang sucdah ada sebolun
pemborian halk ini dan belws mendapat penyolesasan na
ke upnjadi kousgiban/t Jawab sepenuhnys dari-
punoriqg hak untuk nenyelesaikan dengan sebaik-2nya
penurut® ketentuan Peraturan znns berlalku.

4. Tanah yang diborikan dongan hak guna usaha ini harus
ﬁipgr@uhaknn untuk usaha dongan tanaman Karet dan -

opi.

5. llak Guna Usahn imi ulzi borlalu sejnk tanggal didaf
tarkan pada Kantor Agraria Kabupaten yang bLersanpgicut
an, dan aknn borakhir pada tanggal 31-12-2009.

G. Hak Guna Usana ini akan diperpanjang dengan jangka -
walttu 25 Tahun opabils pada waltunya ltelak menurut
penilalan Pemeréntah tansh perkebunan densan hak gu-
na usaba ini telah diusahakan dengan bailk dan memeny
hi Dersyarntan-persyaratan yang ditentukan.

fenurime hak suna usaha diwsjidan untuk membayar kepado
feizars unsuk uyntn, angearan penerimaan Direlttorat Jeondo-
rsl agrorin DeoparSomen Dalam Nogerd, yang harus disector

pnda Xag Nogara 'Sotempat, yakal :
I. a. Uans teere
lzgu
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I A.

B.

A ‘J{.('.

Lon

iy
Vel

Mihaya, wnlke Verering hak TUED WL,

Unni Poussukan sobosar Rp.1.9'.7b.‘t00.-(Sa:;u\sucn sl

lan ratus tujuhpuluh enpatribuenpat ratus rupiah),
S Penasukan untule asAnnun La reform scbeagr:

R£-1-758-350 ~-(Satujuta tujuhratus lisapulun dolajnr
Tibu empatratus linapulyh Tupish) ya arus dibayar
lunas soluubat-lmbatnya dalam wakeung (enam)  bularp
fotelah 4 terimanya xuttgnn Surat Keputusar ini
Gubernur Kepala Daoran T
Ur.

81, 08
“ils'e

«I Cq, Xepalg Direlctorgt .-

a ah Sebesar Rp.61.700 v=(Erampuluhsary

Tibu tujuhratys Tupiah) setig un a ketonei-
ag "blgli barilkut . ) P tahun dengan ketoney

1+ Uang wajiv vahunag Yersebut harus dibayar i muis

dug- duas kalf Angsuran Naging-masing mengenai wmp

sa (cnamg bulan :o%:ahbttsanyn Pada tgl.15 Jany
ar un

Jivan ini sulai borlalky ng::‘ didaftarikan hak =
aba Pada Kahtor agraria Kab. Biip .

2. Pombwnan.\mns wajid talhunan torsebur dilajuna
dlel pemcygang hak Euna ussha kopada )i-g iegasra »¢
Terpat di dalm: walkey tersebut di atas, aoi
belun ditorina surat gountnh Pombayaran
stanei ang bersangiutan, Sotiap lknli scta =
BOgang fak guns usahs ielalkultan PONYayaran uang -
Wajdib tahunan, makg hal itu harus dibers tonukon-
kepada Xepala Dircktorat Agraria Propinsi Jawa TS
Bur, dengan “enunjukan tanda bukti pcn.'.bngav:\m\ya.

3. Jika pen ayaran usng wajib tahunan tosoe ut tidak
dilalultan dalam Jengla waktu dan monurut carz ynng
ditontukan di 8tas, maka tanpa daapya ponSoritalhy
&n terlebih duly tentang kelalasannya vy, Peine-

ang hak guna usaha dengan sendirinya dikonalkan -
enda sebosar 5% (lima Pergeratus) dari Juilan -
uang wng&b tahunan ya belws dibayar, 4iia PerbR
terlanbat 1n?-stu) bulan. Untu tinn +%

ap bularn kolambatan borikutnya acnds torsclut 4
NEAr sondipdnya Dertanbeh 5% (1ixa poro-co )

Juulan Uang wajib telhunan Yaae Lol 4 VA
dengan ketentuan wa Suulnh dondn <ol e ~—
dak aknn telobihd 25z (duapuluy 11, Far> o

%o Jika uang MaJib tahunan tersebuc

sauval 3 (tiza) tahug Eerturut-2,

ao)ionel kewndiven pescgang hak fui v - ATt

molunagi Unng wajib tahinan Yang: bl iy o=
ka Penunggakan penbaynran itu dagat (one qe =
hak puna usaha Yang dibeadian dimzar botoie), -
iad candadd batal.

LEL Snuloalan MLboringg Kutipay. Gugst i = oo
YANE Borsiu. leitan dari Gubor uy RIS W
Lopatn D torat AGTaria Peop.  iea P il s
RESTRNE SHEY R

BLEora avuryatalan konodinam'.yn Heneliin st o3
“una Usahn' in4 dengan synuag OYIARAE ¥ Eulaly o Lt
kan cecara bortuylin diatas koetag Boltuotirai ool gy -7
WO dalan jjanehe walktu t {anku) bulnn golelal ¢ |
penvriuaan 4uwid), g ini.

© Pepcrina Ny, Houajinkan sordaTusean link o o " -
torvobut Ludy WV APl Kan,. L3 5 S Ty por s -
SRR e Vg g =N e NG wakbu B (2

k..,.w'

B

Iowe
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telah allunasl pepbayaran Lang penasulkan beéerdasarkan
:ilttu: KEEMEAT apgka I huruf o dan 4, dengan neubayar-
biaya pondaftaran nesurut ketentuan poraturan ¥ang ber

lala,
e ala big Keuntungan dan ke ian yang timbul scba
; 3:? agibnt”p:mberian ak usahs ini wenjadi tang~

Fung awab sepenubinye peneriza hak.

a. en‘berai.l‘;‘ hak :w:a usaha sedagai dimaksud dalan dikrwi-
KEPIGA surat keputusen ind déngan sondirinyn thnl,o: -

= batal apabila yang bersangkutan tidak ueuenuti kuwajid
=0 tersebut dalam diktum IGA, XEEMPAT dan KELIMA hiu
ruf A dan B surat keputusan ini.

LEENAM 1 Menginstrukeikan kepada :

7. Gubernur Kepala Daarah Tk.I Jawa Timur Cq. Képala Di —
‘rektorat Agraria Propinei Jaws Timur untuk :

2, Memberikan laporan tertulis kepada kani tenatang to-
lah dilmamgmwa hak sSebagai yang ditcntukan  da
iam huraf A dilkctum KELIMA, Surat Keputuysan ini.

b. Melakukan pengawasan agnr ketentuan-2 terschut dg
lon surat keputusan i : dilaksanakan Zobhagsinany =
=estinye. g

G« Mewberikan bimbingan tekhnis dalam pelalaansan pengg
wetan tanah dan alr secara intensif sceudi dergtun -
penggunannnya. '

2.Bupati Kogala Dacxranh Tk.II Blitar Cg, Kepala Kantor ;-

aria Kebupaten Flitar untuk venberiican laporan tertu
18 Jkepada kami tentang

‘8. Telah dilaksanskan pencatatan hapuanya halk Erfpacht
dari daftar unum Kantor Agraria Kabupaten/Soksi Irn
daftaren Tanan atas nana peniliknya.

b. Telah dilaksanagnnys lkewaiiban yang ditentukan da-
ios: Daruf N odiltie, RELTMA uat Keputussn {ni, de-
ngan uenyebutkon tamygssal dan nonoy pendaftaran/duiu
Tanabnyn 8ersit Lemywapaikan twiabusan dari laporan
tersebut Repada Kepals Dirclctorat Agraria ¥ropinsi
yoog Lersangkutan,

Rl surat Keputusan inl akan diubah/diperbaiki serta diatup —
“iouball apabila Kenudian ternyas ¥erdapat kekeliruan di
dalay penstapanaya.

EsY DENGAN ASELINYA DITETAPKAN DI JAYARTA
"E.K%gﬁn‘l‘ JEIDENAL AGRARI A PADA TANGGAL '18-12-‘\98“6

AdBe MERTER] DALAM BBRLRY
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

g Jayoesnnn e
ol 1T, 010063593, PRIHAMMAD IS4,
= nt Keputusan $ni disnmpairan kopada g

ar el Palap Hugerd @i Jakarta.

o PN ri Tertantan di Jaitnrta.
e KeTin 41 Jaknrta.
. L Jemdeyal Merkebuanan di Jakarecn.

o Jendc il Bipa I mihnge qu.'l'oua(;‘\ Kevia
Y g vr 4 30

6. Badnon .....
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8. Badan Peparlksa Kouangan ei Jakarta.

7+ Kupnla 5irc Pusat Statistik di Jakarta.

8. Xypala Birs Hultwz Dop. Dalam Negeri di Jakarta.

9. Hepala Bive xeuangan 29p. Dalan Negers di Jalkarta.

7. Lireiktur Taga Guna Tarah Ditjen Agraria di Jalarta,

T Didektuy Lamotosn DitJen Agraris 4i Jakarts.

12, Direktur ?encu-u.tg Hak2 Tangh Ditjen Agraria ai Jakarta.

13. Direktux Pemrcu'.-m Tanah Ditjen Agraria di Jakarta. .

1%, Gubernur Kepala Dgeran Tingkat I Jawa Tismur di Surabaya. J

15. Xopals Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur di Surabaya.

96, Panglima Deergh Militer VIIlyBrawijeya di Surataya.

17. Bupsti Kepale Daersn Tingkat IT Blitar di Blitarp,

18. Kepala Kantor AZTaria Kabupaten:Blivar ‘di Blitar.

9. Tean Pertintengan Hak Guna Usana Perkebunian nesar a/a. N
Direktovas Jepderal fgrarie g Jakarte.

20, Keépsla Dinas Porkebunan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

21. Kopala SUb Dircktorat Halk Guna Usaha Ditjen ncraria di-
Jakarta.

22. Xoppla Bagian Keuangan Ditjen agraria ddnfakarca.

€3. Xepala Bagian Tata Usaha Ditdon Agraria di Jakorsa.
a4, Kepnla Kantor Xas Kas fegara ai Kedird,

HUTIFAl Surat Keputusan diborikan lkepada ¢

3 U8 CANDILCKa, borkedudulktan d4 Bodird dengnn copine i
a6 Gubernur Kepaln Dacrah TK.I Cq. Kebala Dirckes, .:
e¥aris Propinsi Jowa Timur a4 Surabaya, untui ¢i:
nakan sobagainiana nostinya.
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Lampiran G

Surat dari Wakil Petani Penggarap Tanah Bekas Perkebunan Karet Kruwuk
Sejak Zaman Jepang, 7 Mei 1984

(Arsip Kantor Desa Gadungan)

£ Sokgmslym, 7 Mo & IR

.
N Lo nda_l

. Dupatd Ewpals Dserali Datd 11
> ¥abupaton Dlitar, . ¢
\ fanter AgTsria
0.q.%apak ¥eyala Hen ‘
. Kabupaten 31ifar.

it v FLITAR, .

>
&

£
'
[
)
'

i ¢
Zungan hormat. "

TR

tarda canpan dibavoh Sl laal g
ten cf‘gf ::::ﬂd” E"" Duluh Semmilys, Ja, Grdusgen,
p ¥ecapatas Oandusari, m:ulﬂwn itar,
Bokmm Do, (sdunjmn,
2, Suwoto 1 ngﬁh‘m c:g:;nri, ::“‘5’““" BAdtars
Soma t Ducin Sejmmalys, Ds, angon,
o S ¥ocanaten Gardusari, Kabupaten O1iter.
.. Arievapgloin 4 Dukuh Sokanm:lyn, Ds, Gadungmn,
o ritns Focametan Sandusari, Kalwpaton Dlitad,
5. Viziatinin + Dukeh Selmzulys, U8, Jadungan,
Kecasstan Sinduoard, Fabupaten Biitar,
jm=! jusemuanyn ind atss naga valdl dari patani ponggarap tasan b"'__.
Jas porkehunan karot Kruwuk Wilsysh Da, Cadungan, Eecazl.an Uardusar =
“iupaten Jlitar yang mans kast kasd in{ parpah sobagal potani pengimrap
tamoh bekas porkebutan laret Kruwuk sejak Zaman Jopang, zacan pgresl e
T sgopai sooon Republik, =sngsjuken dangon hw'm'. ogesr dara'tno'n dlswort
iz memurut poraturan ysog Réa sokarang, yang skhivnye lant kani Ln} Lo
Jon sondudukd tanch beAs porkubanan sobsgal hak milic stsu ha X latnnyu.
Adepun sejarah singkat perkebunan Nruwuk teraatut ialah cebogsi -
peodisst 1
. sulanyn porlsbunan Xedwuk toroebut nildk uuxg:u Dolandz,
1. Pads tahun J9LZ pongussa porkebusan ( Bolardu ) Jatuh larona akibat
porang dengan Jopang dan Fezerintabunnyn Jiluassi eleh Japang kesudian
Imbun Kruwak yang mula sulanys ditanani laret eloh langsa Bolands, ta-
naman karet ters ebyt sebagian ditobang / dibanglar eleh Jopang untuk
ditanaxd jagung, jagtak dan tanamn kapan, i\
2. Pada tahun 1945 Pemorintahan Jepang yung borsda di Indensuin fstuh dan ° ty
pada waktu {tu Indenesia merdoka komudisn Jepang porgl moninggalian - i
Indenosia selanjutnys datanglah Seorang bernaoa Mok, leoson menduduld J
cobagai pangurus kebua yang selanjutayu oengatur pada tznabytanah dsn
tanazan pokek yung ada, .
Adapun tanahstinah yang tolah monjudi tanah pertanian torsobut teruns -
dibagilan kepads arang ersng kamvtng wuntuk portanicn, sodanginyn tanahe
tanah yang masih ada tansman pekoX imrot terus di perTketunima,
3. Pada tahun 1948 = 1949 terjodt sgrosi _slond. dan pada wektu itu pabrik
“ruvak di-buni hangus wedangkun erang orang kobun diporintahkan egar
aenetap ditanah pertaniannys casing maoing yen, tel-4 diberilon peluss !
4 0,500 Ho. %4ap ersug,. i}
4. Poda tahun 1958 peciebunan walad diriniis kes’ 114 kerje paca dongan po=
tani dengan sistoz Jeporasi, sedangimn carenyn bagi hisil; petant yang
gozpunyal tanah sabegad peeilik dan filok perkebunan yang mesbinyai,ada
pun junish tanoh jarspan petani yang dibiaysi seluss + 40,500 la.
5. Pada tahun 1964 datenglah potugds dori Agrarin Xnbupatos Hlitar untuk
odnguikur pads tansh.tanah mil 1k potand sung solues + 262,000 la,
6, Pada tahun 1965 pare patani ondapat beoluit tanaly / Sur.t keputusan —
Zopala Inspeksl Agrarix Jove Timur-Tangsal 2 Agustus 1965 dengun Nazer
I/ Ape/ 13/ XX/ 11T / %36 / @M. /1I1, yung dllovation Agrerin .,....

. .

P I-m"urh KAt paten o44e
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Sk ° ] |
Agroria Kabupeten Dati II Blitar,
7. Fods aval tohun 1966 para patdni diourul wombayar gunll rupgd tanah yeny di
=41ixt Jopad bank A4 Alitar ( BiR.I1.) cordase-imn Burat-surat Ksputudan yan, .
tolah diterisanya dan.dirn : Surat tanda ponbayaran dari bunk itu mash
ada ysng dibawve eleh petani sedanginn 114:::1)1 dixunpulimn / diraspas ¢leh
patugas lotun pada vaktu diva, %0 1 ;
2. Pads aikhir tahun 196C sebagian tanah pertanian juga torjadi dicubut oloh fi-
huk porkebunan pocara ptbun:g: hal ini dengan jalan-orang erang patani
torassbut dlluspalkan Jdilanter Porkebunan ¥r uwule dan pida vektu 4ty didatangs
eloh Petugns dari Kecamatan Ganduscri selanjutnyn orang oruif tersobut disu-
run monyershksn tanahiyn kepeda'fihak pirkebunan, btla msna tidak meu manya— =
rehlan tonolmys kepada kebom areng orang tersebut axan diambil tindalion,
9. Perdnel*n pocara singknt areal tansh yang harug nenjedd nilik potani 3 aluas ¢
= 2 262,000 Ma, { Honurut 3.X, Montord llo. 49 ) oodangknyn tanah gortanian yang
tordaftar dalam bukn induk pajak d1 Dogs Cadungan baru seluag 213,000 ia,
Jadl tanah yung dicabat eleh fahak kobun bor ulang kali 42X onluss : -
262,000 lia = 213,000 Ha & 49,000 i, yung cekarang nohon apgar dapatays kang
, garap / haki kegbalf,

noumn'pornhm ini kamd haturinn donigua hormat dan kamd nohar. agar

dilatullnn eleh Bapak yang berwajib dalam tampe yang tiduk terlslu lams dan
tarica kaaih koni haturinn,

-~ g At 3

'.‘ Hermat Xomd ;

\ Atsp nepa / Waikdl balag petanl pongpmyap

\ ie.l Ne,2

\

1
.,\u . '~ V
A\ S e

SN2FA-DM 0L ( ¥a7T0
a ov-o—pa /j v ) ( )

Tosbusan dikirim kepdu ’
1. Yta, Bupak Gubernur Kepald Dasrah Datt I,
Propinad Jave Jigur, | #

~ M.q. Bapak Kepala D&nktmdumru

Propinal Jawvm Timur 41! et
2, Simpaasan., [ Eab.
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DAFTAR NAMA ORANG-ORANG YYANG PERNAH MENGGARAP
TANAH BEKAS BABATAN JEPANG DI PERKEBUNAN KRUWUK

1 | Nama Alamat e Keterangan
S Dk Sukamulyo 0.25
| __jlurtoginn Dk 0.26
': st" "sh‘l""'t‘w‘r 3 Sukom - %gg

uxarjo

5~ |Misari __Dk Sukomulyo 025
8 __{lmam Muhdi Dk Sukomutyo 0.50
7 _|Agusman/Ngusman Dk Sukom _02s
8 |Pumomo - Dk Sukomulyo 0.50
9 |Darmosamut Dk Sukomutyo 0.50
10 _|Sardi Dk Sukomulyo 0.50
11_|Suparto Dk Sukomulyo 0.25
12 |Saji Ok Sukomulyo 0.50
13 |Warikem Dk Sukomul 0.25
14 |Sustini Dk Sukomulyo 025
15 |Miswan pait Nk Sukomulyo 0.50
15 |Rusik kaswedi Dk Sukernulyo 0.50
17_|Martani Dk Sukomulyo 0.25
18 _|Paidin katem Dk Sukomulyo 025
19 |Warsono mi _Dk Sukomulyo 1.25
20 |Sutaii Dk Sukomulyo 1.00
21 Agokiman ___1 Dk Sukomulyo 0.50
|22 |Suyono/Mulyoto Dk Sukomulyo 0.50
[_23 |lono Tulus Dk Sukomulyo 050
| 24 |MaryantoMulyoto Dk Sukomulyo 0.50
| 26 | anotono Dk Sukomulyo 0.50
28 |Somatemk Dk Sukomulyo 0.50
27 |Tuman Dk Sukomulyo 0.50
23 ISuzadi Dk Sukomulyo 0.50
24 |Bejo slamet Dk Sukomulyo 0.50
30 |Martomisniun Dk Sukomulyo 0.25
31_|Kartowibowo Dk Sukamulyo 025
32 [Muraii Dk Sukomuivo 0.50
33 |Basuki Dk Sukomulyo 0.50
34 |Paikem Dk Sukomulyo 0.50
35 |Prayitno Dk Sukomulyo 1.00
36 _|Somosaijan Dk Sukomulyo 0.25
37 |B.Kadiman Dk Sukomulyo 0.50
38 _|Suradi Supamo Dk Sukomulyo 1.25
29 {Tumiyem Dk Sukomulyo 2.75
40 _[jemiyem/Jeminem Dk Sukomulyo 0.25
41_[Supatmo Dk Su 0.75
42 |Adjopaiman Mulyanah Dk Su 0.25
43 |Kasiah Mujiyo Dk Sukomulyo 0.25
44 |Subari Bingah Dk Sukomulyo 0.25
445 |Kromosadikan Dk Sukomulye 0.75
48 18 Desiyo Dk S ulyo 0.25
_&7 |3, Winyorejo Seger Dk Suknimulyo 0.25
5 |Karmin Dk Sukomulyo 0.25
_45_IMat Sukario Gito Ok Sukomulyo 0.25
|_Z0 |Suwcto Dk Sukomulyo 0.75
—1 JUMLAH 25.00
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DAFTAR NAMA ORANG-ORANG Y/ NG PERNAH MENGGARAP
TANAH BEKAS BABATAN JEPANG DI PERKEBUNAN KRUWUK

—_—

'No Nama Alamat ”;:’ Keterangan
51 |Awmosentono Dk Sukomulyo 0.75
52 |Karyono Dk Sukomalyo _0.50
53 [Jeminali Dk Sukomulyo 0.50
54 |B. Jilsh Dk Sukomulyo 0.50
55 |B. Minten ___ Dk Sukomulyo _025
56_|Suparjun Dk Sukomulyo 0.25
57 |Kasnun _Dk Sukomulyo 1.25
58 |Iswandi Dk Sukomuiyo 0.25 &
59 |Sulistiyanto Dk Sukomul 1.00
60 |Parggih Dk Sukomulyo 0.50
61 |Soma Ugu Sukomulyo 1.00
62 |Dakrim Dk Sukomulyo 0.25
€3 [Tomo Dk Sukomiulyo 0.50

| 34 |Boniran Dk Sukomulyo _ 0.50

| &5 [Asropawiro Dk Sukomulyo 0.50

|66 |Kstinem Dk Sukomulyo 0.50

| 67 IB. [rokimun Dk Sukomulyo 0.50
68 1Sepi Dk Sukomulyo 0.25
2 Waki Dk Sukomulyo 0.25

| 70 |Wirsaini Dk Sukomulyo 0.25

{ 71 Hemali Dk Sukomulyo 0.50
72 |Misilah Dk Sukomulyo 0.25
73 |Joyo Parmi Dk Sukomulyo 0.50
74_|Misdi Dk Sukomulyo 0.50
75 |Wirkatimin Dk Sukomulyo 0.50
76 {Suji Dk Sukomulyo 0.50
77 |Soimin Dk Sukemulyo 0.25
78 _|B, Joyogono Dk Sukomulyo 0.50
79 _[Sacran Mali Dk Sukcmulyo 1.00
80 |Kurtomo __Dk Sukomulyo 0.75
21 {Sanijo Tukiman .Dk Sukomulyo 0.20
B2 | Kummo Tarmuji 'DkSukomlyo 0.50
83 [Mardivone Dk Sukomulyo 0.00

| 84 [idiyo/Pacran Dk Sukomulyo 0.25
05 |Tukirin Dk Sukomulyo 0.50
35| Manosukimin Dk Sukomulyo 0.25
&' | Tuldran D¥ Sukomulyo 1.00

23 {Sidik Damal Dk Sukomulyo 0.50

| _g._:)_‘ yamminﬁun.'SuEng Dx Sukomulyo 0.50
80 {Pawirowaris Dk Sukom 0.25
91 _|Atmosuraji Dk Sukomulyo 0.50
92_|Arjowagimin Ok Sukomulyo 0.50
93 |Duman - Dk Sukomulyo 0.25
84 |Pono Dk Sukomulyo 0.25
95 |Saimuji Dk Sukom 0.50
98 |Ka Sukomu 025
97 Kartomo/Kadimen Dk Sukomulyo 0.25
98 |Sikimun Dk S J 0.25
93 |Waairan Dk Sukomulyo 0.25

[ 100 IKartomisiran Dk Sukomulyo 0.50

|_101 [Misnan Dk Sukomulyo 0.50

Jumlah 49.00
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Lampiran H

Buku Tanah Perkebunan Rotorejo-Kruwuk, 19 Desember 1987

(Arsip Kantor Desa Gadungan)
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fTeman i
1 HAK Gung Uan.ha. f) NAMA PEMEGANG HAK
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/.'»7/“50/3;{ v z'o 81(1 ¢
cdtors eger
| 361980 | Ho, S, : A Drg. s )
VAUGU/DA) Baf 1) 30, ¥1P.010029026, NIP,01002004!,,
f-‘mu-n-lluum Wajih 0 SERTIPIKAT i
e 3,230,850, - Bitar T AR AR 124)

e 1%,00 N
tumanys hekberlaky
27 Ynhuy,

wraklimya hak
- 31e3::2000,

) SURAT ukug

fut 17-7-1007,
vo, 55,

b SR IS L T 3

~-Tingkat, 1T Blitan
Kepala Kantor Axiaria
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Nomor hak [/_7_2

NEMOE | coreees §5...... /10 HTe

sURAT IRUR

SENINANG TANAIl TERLETAK DALAM

Portphitinh | eeianias BB T LIMARTS @ e fcvasfinsnssardantantsbuartsbemsanstsst ot (011 TIRITETRRL 100

Kabupstan/Eiawadya s - BLELOX o 1iirmrremsaricesmarion

‘e [TIRRTTT & SEPUCS—— L) TR St ediss

" Desa/ Kgwzaban o~ N ¢ 114 5% P30 NN stoss

PORE | gooe basasisabiasliasiseerrsartaress B B EPOBL o iiiciviirsinssbaibairrromsaboisalbidebisssinntd ppntsse sejsrrsrstiermsi=s 1etas 4t

LetObAr | +oireeesiatiarrieas  KORK o FaSa/ 202 ... Nomor Pesdafturan i

......... vaanin P e ST ]

Tanda tanda batas NG tugw I e/8 OCGIX meaonphl PMA.E/2001 poand 3 ayota
‘herdirl distnu botase .l

P T L L L L R e

Luas 5.872,270 w2.0. 3me, duta Mwa. peatua tuluh puiuh dwa wibe
Aua.potus.bajul.pulubh. moter. perangila.

“| ¢ Perunjukan dan penetzpan batas : ..Botas boses dim-i“"“!‘ uleh | vty b
i



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

110

»
' Usaho

Candwn - Hedo Gunn, Bangenegs. Maa. €. Ant, boraseld, derd Surnet Reputusan
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Lampiran |

Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan PertanahanNasional
Nomor : 3-VI11-1998

(Arsip Kantor Desa Gadungan)

| /9
PERR SANTON MEMEG honhﬂ!h -D"?&‘;’! I:-b.

" - " 4 /’ I
/ W Dk s D alusede. I |

) ;é&'v %‘ , /I/ #

BADAN PER:FANAHAN NASIONAL

CRUTUSAN MENTERI NZOAIA AGRARIA/
¥EPALN BADAN PERTANAMAN HASICNAL

HAMOR 1 BVIIT-1598 |
TENTANG 1
PEMUTRIAN IJIN PENINDAIAN HAX GUNA USAHA !
ATAZ TANAL PERYSBUNAN, TERLETAN DI KABUPATEN DLITAR, t

PROFINSX JAWA TIMUR . v

MENTERT WHOARA AGRARIAN/
LEPALA BADAN PUNTANAUAN NASIONAL,

v

Nenhaou Suyas sermohonan 1jin Pemindshan Hak Guna Usaha dazi PT.
Candiiata, baserta ourat-suxdt yang berhubungan dengan
parmohosan Sareabur.,

randndiniyg 4. beahva tenal yang dimchon 29in Pemindahon Hsk Guna
Uaaan cosaabut dixenul dengan nimo Perksbunen
fletosais Kruwuk valuay $57,32"7 ha, tTtoerlotek d&i

Mas.usatan Candusarh, Nabupaten Blitar, Propinel Jaws
Timuy, berstatus Hak Ouns Jsahs momor 2/CGadungan,
torcatnt atas nams 77, Candiloka, Znn haknys akar
Beraihir pada tanggsl 31 Dessmber 2000.

o Bahss bardassrkan Akte Perjanjian FPengikatan Jual
Bels Xehun Kepl-itarsc Roterejo Kruwuk Blitar canggel
20 Nopewber 1868 nowor 28 Je. Akta PFelunssen tanggel
24 tlgpeinber 1838 nowor 49, pamsgang hak/PT, Candiloka
celuh mengedaxan ikaton jual beli atas tanah Hak Guna
Usane Momer 21/Gadungun dengan calon pansrima hak/PT, {
foto-eic Kruwuk, dan pejirk tanggal pelunmsan ta sl
2 Daesswdar 1906, sccora fisiX xebun terssbut telah
Aikunoai oleh 5T, Rotovelo Nruwuk.

c. bahwas ropelas Dinoz Deciebunan (Propinel Jewe Timur
dalun Keonatatering Ropport dan swratinya tanggal 16
Jun: 1988 nomor 5%3:4/10L2/107.6/195%5 dan nomor
$93,11/2014/10%,6/1995, menyatakan bahwd tanah perke-
bunaa tersebut Larmasuk klneifikes: kebun kelas I3
den tidak bexkeberatan apabila Perkebunan Rotorejo
Byuwul diballik nema cari otse noma BT, Candiloka Ke
atos nama PT. Rotorejo Xruwuk.

o

. mahwo Xepala Kanter Wilsyah Baden Paxtonahan Nasionai
propinei Jawn Tinur dolam . suratnysn, ronggal 4 April
183% powoy - 540,35-3751,! meny allkan persimbangan
ciduk berkebaratsn lapada PT. Candiloks untuk menga-
1inkan Hak Guna Vealia dtaa tanah Perkobunan Rotorejo
Kruwulk, kepsda T, nemrcﬁo‘ 40} . >

' Lk
/ a. bahwa 7o
| z=
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" w. Bbahwa “1, Roterajo Kreuwuk adainh ., Badar Hukum
bardasarkan Keputusan® Itenteri Xahakiman tanygal 8
September 1906 nomoy C2-£177,HT.01.02,th*96, didas-
:a:kang?ada_raninoxa Fengadilan Negeri 3litar :anggal
24 “Juni 1991 nomor 41/13%1, telah memenuhi syarat
sehagal subyalc hbi.. :

£, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, zmnkn
dipandang telah cukugo )nuan untuk mempartimbangkan
a

- . pemberian Ijin Pamindalan Hak Guna Usaha atas tenah
parkebunan tersesbud,

Mengingal 1, Undang-Undeng nomor 28 t=alicn 195§ [Lembaran Negars
tahun 1956 nomox 73}, >
4. Undang-Undang K nomor & tahun 1960 (Lembaran lisgava
tahun 1960 nomor 104),
4y Péersturan Pemarintah nowor 40 tshun 1998 [Lembaran
Nagara tahun 1836 nomor '58) .,
. Paraturan Pemesintah nomor 24 tahun 1597 (Lembaxan
Nagara tahun 1597 nomor 58!, 4
Peraturan Pemerintah nomor 37 tohun 1890 (Laswbaran
Negara tohun 1938 nomor 521 .
Keputuoan Presiden nomoxr 26 tahun 1988,
. Peratursn Kepala Dadan Pertanahan Nasiensi neaor 16
' cahun t1sa4.

i v

' MEMUTURKAN {

ll-x‘.rbnpkm § o

PERTAMA = Momberikan kopada PT, Candiloks beskedudulian di nil-
tar, Lgxn pemindanan Hak Guna Usaha nemer 2/Gadungon,
Sargipikat tanggal 19 Desembay 1907, atar toush
Ferkebunan fotoreje Xruwuk seluan Wmtm( {Lima
ratan lima pulub “tujuh koma dua dua tujuh hektax),
terletak dl Racamatrzn Oandusari, Kabupaten Blizaz,
Prepinei Jawad Tiaur, '

RiEnna ¢ Panarima pemindshan Kak Guna Unahs, dalam hal int 07
torowain Hruwulk, diwaiibknn membayvar hiays adwmintaz¥n-
of pobesar RP.100,000.- (neratua zAbu =zuplah! gan
untuk pelakaanaan Lundroforu eabensr Rp.%0,000,- |(Llima
puluh zibu rupiah), yung barus diastorkan poda Bank
Pemerintah kedalum Rokening Kas Negara f dengan Nomor
Kode 0412 nEay pudn Kentor Poa/Kantor Pos Pembantu
kedalan Ralkening Kan Negero © dengan Nomor Kode 0412
ntao Mato hngga:nn_ Ponex' imaan Badan \ Percoanshan
Nagional (MAP.GS.27.0548).

Vang bersebut harus dibayar lunap oelembet-lumbatnys
dalam waulesu 1 (sauw) bulan, setelan diterimanya
teputusan ini dar!l Kepnla Kantor Wilayah Daden
Pertanahan Nasienal Propinel Jawn Timur.

EETICA ¢ Satelah dilaksganakan Xkctentuan - dalam Dikrum Xedua
Xeputusan inl, kedua belah pihalt dalam .hal Lni BT,
Candilcka dan 2T, Rotorejo Kruwuic golambac-lambatnys
dalam waketuy 3 (ciga) bulnn, harue segexa mangadukan
pexmohonan  don  atau pembuatan AkLa Pamindahan  Har
dihadapan Pajabat’ Pembuat Akta Tanah BeLempat.

/ KGEMBAT . .
: . G .
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' Akta Pamindahun Hok scbagaimons dimakayd dalam
Diktum Kstioa carasbut dintae, harus ongera

didafrarikan pads Kantor Pertenahen Kabupaten Blitar,

nelambat-lambatnys dalam waktu 3 (tiga)l bulan, sejax

saant ditanda tangnni alza Ltersebut oleh pihak-plhak
yanyg horsangkucan, Jdsngan. menbayar kiaye pondafuavan
menurut kezantuan peraturan yang berlaku.

KELIMA ¢+ Pewbewdan Ljln pemirdahan Hak Gura Usaha ini dcngan
sendirinys manjudi bactal, spabile pihak-pihak yang
bexcangkutzn dalam hal ini PT, Candiloka dan atao 27T,
Rotorejo Ksuwek tidak memenuhl kewajiban-kewajiban
texrnebut dalam Diktum Xedua, [Ketign, dan Keempat
Keputusan ini,

XEENAM : fezhttunq sejak dileksanokannya ketentuan pada Dikzum
Keempat Keputusan ini, pcm‘gungﬂgfnerima hak hazu

dalem hal irni PT. Rotorejo Kruwulc

&

waiibkan

Mantaati ketentuan-kKetenitusan mengenai peambayican
vang wajlb tahunsn atas tanalt Hsk 3una Usahs .ni,
eabagaimana dimakeud dalam Surat Heputuean Meazerl
Oalam 1MNegeri Langgul 16 Desgember 19834 nomor
2IC, 47 /HAV/DA/ L 984, yang aelama ini dilaksanakan
oleh pemegang halc lnmn; alam hal iul 27, Candiloke.
Mangueahakay wendlrl perkebunsn in). dengan lebin
roduktif, segunl  Xolayakan uoaha bardasarkan
riteria yvoang ditetaphkan oleh ingtanal teknie

- Wombangup *sexca memalihava praanrans 1lingkunzan

dan fagilitnu Toaah dalam ansal teruabut.

- dMamellhara kasuburan tanal, meéncegah kerusikan

vumbardsya nlam dan menjages keleatsrian kemampuon
Lingkungan Nhidup weesual dengan peraturan per-
undang-undangan yang barlaku,

Menyerahkan kemboli  tansh Hak Guna Usaha nomor

' 2/8adungan ini Xopada Negara, setelah Hak, Guna

Usaha ternebut hapus dan menyarahkan Serzipilkat Hak
Quna Usahka nomoi 2/Gadungan, yang talah hapuz
“opada Kantor Pertanahan Xabupaten sotampat:

RETWION 1 Menginstrukmikan xapads

> {5

fKepala Xantor Wilayah "BEndan Partanshan Nasfiopal
Propingl Jawn Tifus untux melakulan pengawasan agay
itetantuan-latantuan targebut dalam . Koputusan Ainl
dilakesnakun nobagaimana medtinyn;

Fupala Kantor Pertanohan Kabupaten Blitar untuk
melaporkan sscara tertulis kepada Menteri Negmra
Agraxin/Kepalo Bodan Pertanahan NAsional tentang
telah dilakoanakan kewn)iban yang dizaentukan dalam
Diktum Keempat Keputuean 4ini,  dongsn monyabuz

nomor dan  tanggal pendafturan  dengnn tambusan
drurl  laparan tarnebut digampaiken kepada Xapols
kantor Wilayuh padun Poxtanahan Mamional Propins-

ni oatompan.

/ KEDELAPAN ...

113
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KEOELAPAN * 1 Weputussn ini muladl berlaku gejak tanggal dicetapkan,
dongan letsntuon apebila  dikemudian  hari ctordapat
iteknldruert/ kesalahon, leputusan ini  akan ditinjau
temball sebagaimana meotinys,

DITETAPKAN DI 1 JAKARTA
NGGAL e 28 Mei 1998

Yopada

PT, Candlloka
J1, Monginsidi 47 Nediri, Jawa Timurw,

melalud Kepale Kanner Wilsyal Badnn Dartansiian Nusional
Propinol Jnwa Tlwir, durabays.

Isphuonn Keputunan ind dtaanpnikangkopneu g

1. Duputl BDildeng Ik Nok ALz Thnsh,
Badan Pervanahsn Nagiennl, Jaskarta
2, Direktuy, Jendei'nl Ferlehunan, .
Pepaxtemen llehucansn dan Perkebinan, Jakarks .
3. Gubexnur Kerala Daerah Tinokat T Jaws Timux, Jurabaya,
4. Dlrekeur PFerguivoon Hal Hak Atas ‘Tunah,
Quclon Pertarnhon Naaional, Jakasyvea,
Kaprla Bire Xuuangan, badan'Pertanahan Nanionrl, Jakarta.
Kuptla Blro Hukum “dan  lHubungan Masyasrakat, °
Badsen Pertsnahan Neoional, Jakarnta.
7. Kepnla Xanter Wilayah Badan Pertanaban Sasional
Propinai Jawa Timux, Surabaya.
0. Kapnla Dines Porkebunan Cropinsi Jaws Tlinus, Surabaya.
3. Oupnti Kepala Dasrah Tingkot I1 Blitew, Blitar,
19. Rapala Kanteox Pertanahnn Kabwpatnn Dlitar, Diltar,
13 Mopalo Kantar Perbeadahnaraan Nugara dan Ran Negara, lKedlsi.
33, Direktuxr P7. Rotorejde Wruwuk: | z
Ji, Mayjen Sungkeno nomoxr 8 Blitar, Jawu TLmufjg:._

o sn

A T
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Surat Permohonan Penyelesaian Tanah Objek Landreform Di Kruwuk

Tahun 1998

(Arsip Kantor Desa Gadungan)

sukomulyo, 46 September 998

Lep s

YSh. Espai Bupati Kepmla Daeran
Tingkat II Biitar
dL

¢ Pepeshonnn [ ayeleseisn Tanah plitas

Obygk loen Reforsm 41 Kruwai

DengRn hormat,

venyusull surat wemi texdahulu yang terianggal 9 Yol
i, eeng Komi tujuken Xepada mpek upatl Zepels Daerah
ringckdt 17 KLAtkr vang lsinys memudt patu bendel permohonsn
acnyeleselan pamah Jbysk Lea Reform di Eruwuk yeap  sampal
sokerang mas.k belum Lde jawaban, maka dengea sue bt l@ml
yang kedua ani kaml atas nama para petani peagmvap tanch -
tersebut, woion Kepade Feserintah di plitar terutasa papak
yung sangat terk:it dengn pertanahsr untuk audi secepatays
nenypleseikan tanah tersebut sesual dengan preposinya, ase-
tab sesual dengin SX Menteri No. 49 teges-tegus tercantus -
Wmhva taaah yeng seharuanya . onjadi hak garapan peiani fa-
lah : 262 Ba, tetspl terzutat didalm pstok di Desa barw 213
Ya, jadl masih katus ( jawe ) disresl kedun o 49 Ha.

sdapun sejarsh singkat meagenali kebun Eruwuk mezts -
terjadisryn selisih angia ind teluh kami tersngken de
135 peda surat kani terdahulu yang aexarang jug terl mpi:

jedikit memperjelas gurdt kami Serdahulu : sevencr -
Ayh tknah garspen pera petani di Reruwok dulu sudah diiaman
oleh agraria diredis amoun memang belum aelesel semud Jau!
kalau terjadi selimih angka di =N 4an dipetok itu biss aa-
Ja, nagun kami-2 ini Jugzs masih ada yang punye bakti, bebwn
tanah-2 yeng sufah 4iredis dan Juge eudkd mesteyar ganii ru
g4 Repsde Penerintan kewat Rank Negra, yang sekarang katut
masih ditengih-tengeh ketun don tanda bakti Lol jugm  kemi
laap irksn pulsk.

Demikien purat pusulan ind komi tuat, besar horapas
knri kepoda rapak pemerintah agar secepatngs gudl menpusi be-
dikkt tonal yany beymasalab tersebut yinp reluns . 49 ™ -

Kepadd ceee-
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el i piTy petenl, [ reoyd ahws dalon hul 4nd peme-

ininh okun bertlnnei adil, arip aan pijakaans dend ey .

Lanen moeynresMt Aecdd jang songut meadambolesn wluron ta-
R 7 o | ~-'~'mr1'rtnh.

HOrtval kawl ;

Atas nama / wakil para petani bekas penggarup

2oL 4 fo. 2
- LN AN
’| "{'_;,' «
I

.
3

(-5 5070 )

mmu kepadu

1. yth. mpak gubernur Kepda Daerah Tingkat T Jawa Timur
di suravaya

T Yth. rapak DPR TK IT flitar di niitar

+ MUie fepak XepAla PN *K TT L{ter di Rlitar

4. Yth, Mopnk ban pig 05.B8/08L plitar a3 nlitay

7+ Yih. Yepak va olves nllte di plitsr

te "lh. 8pk Kupula 0dis tun Xab. plitur di ftitar

“« 'th. Fenpusaba Perkelunin ¥ruwuk

£, Yth. Pepak Camét Gnndusard a4 Candugari

¥e V¥, Papak Kepels Desa gaduogen 4i gadungan

0. rr 8 dp.

116
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Lampiran K

Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Antara Eksekutif, Legeslatif,
Perwakilan Masyarakat Kruwuk Rotorejo Dan Perwakilan Perkebunan PT
Rotorejo Kruwuk, 7 April 2000

(Arsip Kantor Desa Gadungan)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1}
KABUPATEN BLITAR i
3 |

p %

BEAITA ACAHA WAPATIOENGAR VUHOAMAT ANTAPS FY&EXUTIF. ‘_'c-

LEGISLATIF . PLAMAKILAN MAGYARAKAT KRUWUK AUOTOREIU DAN ,'y
PERWAK T "N PERRY sLINA |, 1 ROIJREJD ., Kitwe )

Vada harl 1oy Jum‘ar rANGaEl T A E) D000 Tar 10, 00 herLekpat di

MIGAE @l AuAng Rapat Kedeis 0ot eal Blitary dindakan Rapat Dengat
NELAL LDtk eaart SOTWBT panvel esal gt Al perkrbyten P T, ROTORE-
FRUSUK yang adrbadirl alebh

Anygnota Komi=ng n

Fhupokuti? (Avimton |, Khkan mosgel &

tahan, Disbun, Mmsnike Kec. Candosar

Herwaki | an poamsgerg MEU PY, K TORE D!
4. Bareakilan warod masvarakat

™ Pt ivan Hun Tata Panmrin-~

LTIV LI WIS A

AUSyumatan savisimemd | 5o Kopsazii .

AR bl i bt
'

|
Panarta rapat SD2 et sy |y I s b iy Rt iaey MUY RIAAML
e L3 JAUTY - Tewd! DTSN $
LA Readaoate an  hewtel | ganel tev s farapunnys yano sda didalam
veal  HEU fes s BT ety VA Karang Loblk 9y v al l

Flwuk dan sMuranag lenih 93 He Ui hoturege, !

menINdAkAn Liventar fnanl Comek e BORAT v rmrrrir dom Boavaw tanei

Hrampan wargs @) acga) cerlkebunan BT RO TUREJO RRUWLK plen l—‘ql\ltla
Usnd Darsomne 1] sk DEanmsuna WU,

|
Ak leaisliatit dun WUhkmeautlr e sana IS rwaks lan mucoa Navyarahat

N amegan: HGU naninisy Inks I e pantesr ] Basas Sada tanah bokas !
RSN ———— ! el T— SRAD

—_—
" EPOR WRrGHh masyaraka: | pelokseanansoys ppde hael Sabiu. Lang-
I B anrt! poop —=—2~ ‘

. Y

A TA penegang HGY  Eldas

g \
Fdnad one e gy I9ac hoaperat iy cternadap
wPaUA penvaiszalAn tuntulan s ¢ MARAETam v abipar VAana timbul
menlecl LanoNUng 4 Jenal Buitba sy ms

—

Danikian BERITH ACAHA AN Jluel e

s Landda i nrvwein g l.vudﬂu"!‘ml.
iTarakan kemball di Sadneg)

S0l Akl

"rus Rapat |
PESERTA PADAT| D8 W4AR 1 ENTHABA | N\ 4
%
A e N N _,"
1A Ko A \ »
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? .
s
4/ ”
4 A 4 2
3 & s :’
5. THOMAS wWARSI |0 NI U ik WARSITO: ... TT.... S
(Anquota Komizi A) 2 - (Angygota xom, Al i ge
7 | S~ ,
5. Dre. WIJANARKD - g /{" &. EKD PURWANTO Ty \.
(Anggota Kumisi A) // (Arpgots Kom,A)
7. MANSUN 1SMATL e B 8. Drs.H, MASHUDT - teercie . T oSN
(Angoota Komisi a) a | (Psisten 1 ) > e
i ‘ i
8. KUSHARDJIOND IR slesl . P. Dre.H.ZUMDI M ; ‘:.
(Xakan Sospal) (Ka.Ttwilkab) )|
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Lampiran L

Surat Keterangan Nomor : 361/ 409.060.221/ X11/ 2006

(Arsip Kantor Desa Gadungan)

s N 4 e o " . gl we—
’ / :
i PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN GANDUSAR]

KANTOR KEPALA DESA GADUNGAN
Jalan Mastrip Nomor 01 Telp.No.__

GADUNGAN

u T N N
Nomor : 361/409.060.221/ XT1] /2006

Yang bertanda tangan di bawah ini -

Namuzu e, WIDODOSAR]
fabatan : Kepala Desa Gadungan

Menerangkan dengan sebenamya bahwa : _
Tanah Perkebunan Rotorsjo dan Perkebunan Kruwuk seluas 557,227 Ha adalah
benar-benar berada diwilayah Pesa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten
Blitar

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan keadaan Yang sebenamys dan
dapar dipergunakan scbagaimana mestinya.

Gadungan, 29 Desember 2006
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Lampiran M
Koran Surya Blitar

Kejari Perikasa Pejabat BPN soal HGU Mati

Sumber: Koran Surya Blitar, Kamis, 21 April 2016.
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Lampiran N
Koran Surya Blitar

“Warga Blitar Sesalkan Polisi yang Main Tangkap Petani”

Sumber: Koran Surya Blitar, Kamis, 19 Mei 2016.
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Lampiran O

Koran Kompas Gramedia

“Bos Teja Dijadikan Tersangka”

Sumber: Koran Kompas Gramedia, Kamis, 4 Agustus 2016.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

123

Lampiran P
Surat Keterangan Wawancara dan Hasil Wawancara
dengan Agung Prasetyo

Surat Keteranga Wawancara

Dengan ini kami :

Nama : Agung Prasetyo
Pekerjaan : Kepala Dusun Sukomulyo
Alamat : Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
Umur : 51 Tahun
Menerangkan bahwa saudara
Nama : Siti Khafidhotul Azizah
Alamat : Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Telah melakukan wawancara dan penelitian terkait dengan skripsi yang berjudul
“Gerakan Protes Petani Terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk Di
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 1964-2015”.

Demikian surat ini kami buat sebenar-benarnya.

Blitar, 20 April 2017

Agung Prasetyo
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Hasil Wawancara dengan Pak Agung

Perkebunan Rotorejo Kruwuk terletak di dua desa yaitu Gadungan Dan
Sumberagung. Perkebunan Rotorejo Kruwuk merupakan perkebunan bongkor
(tidak berfungsi, tidak terpelihara, terlantar). Perkebunan tersebut tergolong
perkebunan bongkor maka tidak heran jika pekerjanya hanya sedikit dan tidak
sampai 50 orang. Warga sekitar bekerjanya sebagai petani tetapi sebagai petani
konflik. Penyebutan konflik dikarenakan perkebunan tersebut dikatakan bongkor
dan diminta paksa oleh masyarakat. Masyarakat ada dasar dimana HGU sudah
mati sejak 31 Desember 2009 dan HGU tidak bisa diperpanjang. Meskipun HGU
telah habis, pihak perkebunan tetap menggarap perkebunan tersebut karena tidak
ada tindakan dari penegak hukum. Masyarakat perkebunan termasuk masyarakat
yang SDM vyang rendah, sehingga jika melakukan tindakan kesalahan sedikit di
perkebunan maka akan di proses hukum. Perkebunan tidak memiliki pagar atau
pembatas, sehimgga wajar jika masyarakat ingin mengambil hasil panen untuk
kebutuhan ekonomi. Akan tetapi pihak perkebunan tidak mentoleransi tindakan
masyarakat. Karena faktor yang sedemikian menimbulkan pergesekan antara

masyarakat dengan pihak perkebunan sampai sekarang.

Pihak perkebunan berlaku tidak adil dan bahkan semena-mena terhadap
pekerjanya dan masyarakat sekitar perkebunan. Pekerja yang ketahuan ikut kerja
bakti yang diadakan oleh masyarakat sekitar dikeluarkan tanpa syarat, bahkan
pekerja tersebut sudah puluhan 26-31 tahun mengabdi di perkebunan di
keluarkan. Upah dari pekerja terbilang sangatlah kecil, 225.000 untuk 15 hari dan

bekerjanya mulai jam 06.00 pagi sampai jam 11.00 siang.

Pak Agung beranggapan bahwa pemerintah setempat ikut memihak perkebunan,
karenasering mengadkan mediasi tetapi tidak pernah mencapai penyelesaian.
Beberapa kali mengadakan demo, seperti demo ke Kejaksaan, DPRD, Bupati.
Dari hasil demo tidak pernah mendapat hasil penyelesaian, bahkan disuruh

mengadakan mediasi di polres.
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Lampiran Q

Surat Keterangan Wawancara dan Hasil Wawancara dengan Fitoyo
Hariyadi
Surat Keteranga Wawancara

Dengan ini kami :

Nama : Fitoyo Hariyadi
Pekerjaan : Petani sekaligus Wakil Ketua PPKM
Alamat : Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
Umur : 54 Tahun
Menerangkan bahwa saudara
Nama . Siti Khafidhotul Azizah
Alamat : Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Telah melakukan wawancara dan penelitian terkait dengan skripsi yang berjudul
“Gerakan Protes Petani Terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk Di
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 1964-2015”.

Demikian surat ini kami buat sebenar-benarnya.

Blitar, 20 April 2017

Fitoyo Hariyadi
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Lampiran R

Surat Keterangan Wawancara dan Hasil Wawancara dengan Sulistyanto

Surat Keteranga Wawancara

Dengan ini kami :

Nama : Sulistyanto
Pekerjaan : Petani sekaligus Ketua PPKM
Alamat : Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
Umur : 60 Tahun
Menerangkan bahwa saudara
Nama - Siti Khafidhotul Azizah
Alamat : Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Telah melakukan wawancara dan penelitian terkait dengan skripsi yang berjudul
“Gerakan Protes Petani Terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk Di
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 1964-2015”.

Demikian surat ini kami buat sebenar-benarnya.

Blitar, 7 Mei 2017

Sulistyanto
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